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ABSTRAK
Nama : Nurfahima
Nim : 30600113208
Prodi : Ilmu Politk
Judul : Peran Pemerintah Dalam Konflik Antara Masyarakat Dengan PT PP
Lonsum Di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten
Bulukumba
Skripsi ini mengkaji tentang Peran pemerintah dalam konflik antara masyarakat dengan PT
PP Lonsum di Desa Tamatto kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab terjadiya konflik antara masyarakat dengan PT
PP Lonsum di Bulukumba dan peran pemerintah dalam menangani konflik antara masyarakat
dengan PT PP Lonsum di Bulukumba.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua metode
pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu melalui observasi, wawancara,
dokumentasi dan kedua secara skunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal skripsi,
laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penulis. Dalam penyusunan skripsi ini
ada beberapa teori yaitu teori tentang teori konflik dan kebijakan publik
Hasil penelitian ini menggambarkan dua hal pokok: 1). penyebab terjadinya konflik yaitu
penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. Lonsum, dimana penyerobotan lahan tersebut
menggunakan tindak kekerasan, penggusuran dan pembakaran rumah warga. Masyarakat
yang lahannya direbut paksa oleh PT. Lonsum sampai sekarang masih berjuang, melakukan
demonstrasi menuntut pemerintah Bulukumba mencabut hak guna usaha (HGU) Lonsum,
dimana perkebunan karet ini dari tahun ketahun semakin meluas di Desa Tamatto dimana
letak kantor dan pabrik pengelolaan karet tersebut beroperasi. 2). Peran pemerintah dalam
menangani konflik yaitu pemerintah Bulukumba sudah melakukan mediasi, memfasilitasi dan
mempertemukan kedua bela pihak yang berkonflik sudah berjalan sebagaiamana mestiya
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai orang pertama dalam
mengambil kebijakan dan melakukan verivikasi Lahan, dalam hal ini. Pemerintah Bulukumba
sudah melakukan verivikasi dan mengembalikan lahan masyarakat, akan pengembalian lahan
yang dilakukan pemerintah tidak adil dan tidak merata. Meskipun penanganan dari
pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam  hal  ini pemerintah sudah
bersikap netral, tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya.
1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia tidak terlepas dari yang namanya Konflik, dimana
konflik selalu hadir di setiap negara termasuk di Indonesia. Ada dua macam
konflik yaitu konflik individu dan konflik kelompok. Konflik individu dapat
berubah menjadi konflik kelompok karena adanya  kecendrungan individu untuk
melibatkan setiap anggota kelompok. Solidaritas kelompok sering menjadi
penyebab bagi kelompok untuk membela anggotanya meskipun tidak mengetahui
penyebab timbulnya konflik. Konflik merupakan bagian dari demokrasi, karena
ciri tatanan demokrasi adalah adanya peluang bagi kemerdekaan pemikiran
consensus, dan perbedaan pendapat, serta partisipasi politik, manajemen konflik
secara damai , dan pembatasan kekerasan; serta luasnya kepercayaan dan loyalitas
terhadap pemerintah yang konstitusional dan demokratsi.1
Munculnya ketegangan atau konflik antar kelompok, biasanya terkait
dengan kuatnya solidaritas kelompok pada satu pihak dan rentangnaya hubungan
sosial dari satu kelompok terhadap kelompok lain, karena tiap kelompok
mengembangkan mitos ideologi masing-masing. Maurice duverger megatakan “
mitos dan ideologi cenderung memperkuat konflik politik”.2
1Ronald  H. Chilcote, Teori perbandigan Politik: Penulusuran Paradigma, ( Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 475-479
2 Maurice Duverger, Sosiologi Politik, (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1996), h. 156.
2Coser berpandangan bahwa karakteristik konflik dapat dibedakan menjadi
dua yaitu konflik nyata dan konflik tidak nyata. Konflik nyata di timbulkan dari
rasa frustasi karena tuntutan tertentu yang tidak sesuai dengan harapann yang
ingin di capai oleh partisipasi. Adapun konflik tidak nyata bukan di sebabkan oleh
tujuan-tujuan yang antagonis, melainkakn kebutuhan untuk membebaskan
ketegangan yang agresif dalam suatu interaksi. Dalam hal lain, pilihan yang
berlawanan bergantung pada faktor yang menentukan dan tidak secara langsung
berhubungan pada masslah yang di perdebatkan dan tidak beriorentasi pada hasil
yang ingin di capai secara spesifik.3
Untuk menyelesaikan konflik, diperlukan konsensus. Konflik dan
konsensus merupakan gejala sosial yang selalu ada di dalam setiap masyarakat.
Selama masyrakat ada, selama itu pula konflik dan konsensus ada di dalam
masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pandangan pendekatan konflik dalam ilmu
sosial, bahwa setiap masyrakat mengandung konflik di dalam dirinya, atau
konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat.4 Sebagaimana
dalam Hadist Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, sebagai berikut ;
3 Lewis A. Coser, The Function of Social Conflict; ( New York: The free Press, 1964), h.
49.
4 Nasikun, system social Indonesia , (Jakarta: Universitas Gajah Mada-Rajawali,1989),
h. 16.
3 ِإ ُﻦْﺑ ُﺪَﻤَْﺣأ ٍﺮَْﻜﺑ ُﻮَﺑأ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ،ٍﺲْﯾَُوأ ﻲَِﺑأ ُﻦْﺑ ُﻞﯿِﻋﺎَﻤْﺳِإ ﺎﻨﺛ ، ﱡﻲِطﺎَﻔَْﺳْﻷا ِﻞْﻀَﻔْﻟا ُﻦْﺑ ُسﺎﱠﺒَﻌْﻟا َ ﺄَﺒَْﻧأ ،ُﮫﯿَِﻘﻔْﻟا َقﺎَﺤْﺳ
 َأ ﻲَِﻨﺛﱠﺪَﺣ ،ٍﺲْﯾَُوأ ﻲَِﺑأ ُﻦْﺑا ﺎﻨﺛ ،ي ِّﺪَﺟ ﺎﻨﺛ ، ﱡﻲِﻧاَﺮْﻌﱠﺸﻟا ِﻞْﻀَﻔْﻟا ِﻦْﺑ ِﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ُﻞﯿِﻋﺎَﻤْﺳِإ ﻲِﻧَﺮَﺒَْﺧأَو ِﻦْﺑ ِرَْﻮﺛ ْﻦَﻋ ،ﻲِﺑ
ﺎﱠﻨﻟا َﺐَﻄَﺧ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ  َلﻮُﺳَر ﱠَنأ ،ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ ،َﺔَﻣِﺮْﻜِﻋ ْﻦَﻋ ،ِّﻲِﻠﯾ ِّﺪﻟا ٍﺪْﯾَز ،ِعَادَﻮْﻟا ِﺔ ﱠﺠَﺣ ﻲِﻓ َس
 ِ ﱠ  َبَﺎﺘِﻛ ًاﺪََﺑأ اﻮﱡﻠَِﻀﺗ ْﻦَﻠَﻓ ِﮫِﺑ ُْﻢﺘْﻤََﺼﺘْﻋا ِنِإ ﺎَﻣ ْﻢُﻜِﯿﻓ ُﺖْﻛََﺮﺗ ْﺪَﻗ ﻲِِّﻧإ :َلﺎََﻘﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﮫِّﯿِﺒَﻧ َﺔﱠﻨُﺳَو5
Artinya:
Abu Bakr Ahmad bin Ishaq al-Faqih menceritakan kepada kami, al-
Abbas bin al-Fadl al-Asfati menceritakan, Ismail bin Abi Uwais
menceritakan kepada kami, Ismail bin Muhammad bin al-Fadl al-
Sya’rabi menceritakan kepadaku, pamanku menceritakan kepadaku, Ibn
Abi Uwais menceritakan kepadaku, bapakku menceritakan kepadaku,
dari S|aur bin Zaid al-Dili dari ‘Ikrimah, dari Ibn ‘Abbas bahwasanya
Rasulullah saw. berkhutbah pada haji wada’ ia bersabda: Sungguh saya
meninggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian
berpegang teguh kepadanya yaitu kitab ullah (al-Qur’an) dan Sunnah
nabi-Nya (hadis).
Dari hadis di atas sudah jelas kalian tidak akan sesat selama kalian
berpegang teguh kepada Al-Quran  dan Sunnah nabiyah (hadis). Jika kita
berbicara masalah konflik, maka konflik menjadi sesuatu yang hampir dapat di
pastikan ada dalam kehidupan masyarkat, dimana konflik menjadi fungsi adanya
pertentangan antara penguasa dan yang dikuasai, dimana penguasa ingin
mempertahankan “set of properties” yang melekat pada kekuasaanya.
Sementara itu yang dikuasai selalu terobsesi untuk mewujudkan adanya
5Abu Abdillah al-Hakim Muhammad bin ‘Abdillah Muhammad bin Humadawaih,
Mustadrak al-Hakim ‘ala al-Saihain, Juz I (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411
H/1990 M), h. 17.
4perubahann yang dianggap satu-satunya jalan untuk mencapai perbaikan
posisinya.6 Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Hujuraat/49:9
                             
                           
       
Terjemahnya:
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,
dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang Berlaku adil.7
Setelah  ayat yang lalu berbicara tentang bagaimana menghadapi berita-
berita, yakni keharusan meneliti kebenarannya dan merujuk kepada sumber
pertama guna mengetahui, ayat-ayat di atas berbicara tentang perselisihan antara
kaum muminin yang antara lain disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas
kebenaranya. Dan  jika ada dua kelompok yang telah menyatu secara faktual atau
berpotensi untuk menyatu dari, yakni sedang mereka adalah, orang-orang
mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apa  pun maka damaikanlah antara
6Mahi M. Hikmat, Komunikasi Politik Teori dan Praktik, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2011), h. 86.
7Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya,
(Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2004), h. 516.
5keduanya, jika salah satu dari keduanya, yakni kedua kelompok itu, sedang atau
masih terus-menerus berbuat aniaya terhadap kelompok yang lain sehingga
enggan menerima kebenaran dan atau perdamaian maka tindaklah kelompok
yang berbuat aniaya itu sehingga ia, yakni kelompok itu, kembali kepada
perintah Allah, yakni menerima kebenaran; jika ia telah kembali kepada perintah
Allah itu maka damaikanlah antara keduanya dengan berlaku adil dan berlaku
adillah dalam segala hal  agar keputusa kamu dapat diterima dengan baik oleh
semua kelompok. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku
adil.8 Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al- Hujuraat/49:10
                     
Terjemahnya:
Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.9
Setelah ayat lalu memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua
kelompok orang beriman, ayat di atas menjelaskan mengapa hal  itu perlu
dilakukan. Itu perlu dilakukan dan ishlah perlu ditegakkan karena sesunguhnya
orang-orang mukmin mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati
tidak seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam
iman dan juga keterikatan bagaikan keturunan; karena itu, wahai orang-orang
beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antara kelompok-
8M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasia Al-Qur’an, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), h. 594-595
9Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya, h. 516.
6kelompok, damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara
kamu apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertakwalah
kepada Allah, yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana baik akibat
pertikaian itu maupun selainnya, supaya kamu mendapat rahmat antara lain
rahmat persatuan dan kesatuan.10
Maka dari itu Penulis Memulai tulisan ini dengan mengambil konsentrasi
pada peran pemerintah yaitu adanya konflik antara masyarakat dengan PT. PP
Lonsum di desa Tammato Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba tanpa
adanya penyelesaian yang baik. Masyarakat meminta hak yaitu pengembalian
tanah mereka yang direbut paksa oleh pihak Lonsum. Konflik Lonsum, bermula
sejak tahun 1919 dengan pemberian HGU kepada NV. Celebes Landbouw
Maaschappijh yang berganti nama menjadi Lonsum. Pengambilan lahan oleh
perusahaan ini melibatkan TNI. Di awal pembukaan perkebunan, NV. Celebes
Landbouw Maaschappijh menguasai dua wilayah yaitu Ballombassi dan
Pallagisang seluas 350 hektar, kini Lonsum menguasai 5.784,46 hektar yang
ditanami karet, dimana Sebahagian dari tanah tersebut adalah milik masyarakat.
Masyarakat menuntut pembebasan lahan Lonsum yang mengelola
perkebunan karet sejak 1919 di Bulukumba. Kekuasaan pemerintah sebagai
penentu kebijakan, serta hak guna usaha yang dimiliki PT. Lonsum dan hak
masyarakat yang merupakan warisan nenek moyang mereka, konflik ini sudah
lama terjadi puluhan kali pertemuan digelar tak membuahkan hasil malahan
10 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasia Al-Qur’an, h. 598-
599.
7konflik semakin membesar, dari tahun ketahun belum ada penyelesian yang baik
dari Pemerintah kabupaten Bulukumba.
Perkebunan dan pengelolaan karet di bulukumba yang dikelolah oleh PT.
Lonsum sebuah perkebunan karet yang cukup luas, yang sebaghagian besar
sahamnya di miliki publik. Pada tahun 2013 terjadi konflik lagi antara masyarkat
dengan pihak lonsum yang menewaskan warga setempat dan puluhan masyarakat
terluka dimana masyarakat menuntut pngembalian lahan yang direbut paksa oleh
perusahan lonsum. Yang dimana demonstrasi tersebut mereka meminta BPN
meninjau ulang atau mencabut hak guna usaha (HGU) Lonsum yang melanggar
hak rakyat.
B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah
yang penulis angkat yaitu :
1. Bagaimana penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dengan PT. PP
Lonsum di Bulukumba?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani konflik antara masyarakat
dengan PT PP Lonsum di Bulukumba?
C. Tujuan Penelitan Dan Manfaat
Tujuan
8Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka adapun tujuan dari
penelitian ini yaitu:
1. Untuk memahami bagaimana penyebab terjadinya konflik antara masyarakat
dengan PT. PP Lonsum di Bulukumba.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menangani konflik
antara masyarakat dengan PT PP Lonsum di Bulukumba.
D. Kegunaan Penelitian
Skripsi ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang membacanya sebagai
salah satu acuan untuk mengetahui tentang Konflik masyarakat dengan PT PP
Lonsum di Bulukumba dan memberikan manfaat tersendiri bagi penulis di
masa  yang akan datang. Adapun kegunaan penelitian ini di lakukan yaitu
sebagai berikut :
A. Teoritis
1. Ilmiah
Secara teoritis hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi,
memberikan manfaat dan dapat berkonstribusi dalam menambah ilmu sosial
pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya tetang Peran Pemerintah
dalam Konflik  antara Mayaraka dengan PT PP Lonsum yang akan di teliti
oleh penulis.
B. Praktis
1. Pemerintah
9Diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemerintah agar bisa lebih
memperhatikan dan menyeleaikan konflik masyarakat dengan PT PP
Lonsum yang dari dulu meresahkan Masyrakat.
2. Masyarakat
Penelitian ini diharapakan dapat Memberikan pemahamanan kepada
masyarakat mengenai Konflik Masyarakat dengna PT. Lonsum di Kabupaten
Bulukumba.
3. Perusahaan
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran yang
bermanfaat serta memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan.
E. Tinjauan Karya Terdahulu
Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai judul ini
maka ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terkait judul diatas
yaitu :
1. Skripsi yang ditulis oleh Ayyub Siswanto dengan judul ”Peran pemerintah
daerah dalam mengatasi konflik antara kelompok di kecamatan sabbang
kabupaten luwu utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Posisi dan Peran Pemerintah Kecamatan Sabbang Bekerja sama dengan
pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang dalam mengatasi Konflik antar
Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini
dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian
kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam
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dan penelitian dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peranan
Pemerintah Kecamatan Sabbang dan Pemerintah Desa Buangin dan Desa
Dandang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas
dan fungsinya masing-masing sebagai orang yang pertama dalam mengambil
kebijakan. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong
lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral tanpa
membeda-bedakan satu sama lainnya.
Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemuda Desa
Buangin dan Desa Dandang Pemerintah kecamatan beserta Pemerintah Desa
melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Dalam
hal ini pemerintah yang memiliki peran sebagai fasilitator telah berhasil
menyelesaikan konflik antar kelompok pemuda tersebut sedikit demi sedikit.
Dari penelitian tersebut didapatkan beberapa upaya yang dilakukan oleh
pemerintah, baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dalam
menangani masalah konflik antar kelompok pemuda tersebut.11
2. Skripsi yang ditulis oleh Taufik Manji dengan judul ‘’Studi analisis peran
pemerintah kota terhadap perkelahian antar kelompok di kota makassar”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi positif antara faktor-faktor
penyebab perkelahian antar kelompok dengan peran pemerintah kota
Makassar di dalam upaya peredaman yang dilakukan. Tujuan mana diuraikan
11Ayyub siswanto, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatsi Konflik Antara
Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”, ( Skripsi Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2014). h. v
11
ke dalam dua pencapaian yaitu untuk mengetahui kekuasaan pemerintah kota
Makassar terhadap faktor-faktor penyebab perkelahian kelompok dan untuk
mengetahui peran yang dibawakan pemerintah kota Makassar dalam
menanggulagi perkelahian antar kelompok. Penelitian ini dilakukan dengan
metode yang dirancang atas dasar penelitian kualitatif dengan melakukan
wawancara mendalam dan observasi terhadap sejumlah informan yang
ditetapkan secara relenasi profesionalitas.
Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa (1) Terhadap keempat
faktor penyebab perkelahian antara kelompok yang dikuasai peristiwanya
oleh Pemerintah Kota Makassar, utamanya oleh manusia-manusia pemerintah
yang berada dalam satua-satuan kerja perangkat kota yang relevan serta
instansi terkait tidak diikuti dengan upaya peredeman yang tuntas secara
professional serta terkoordinasi yang efektif dengan pusat pada tindakan
peredaman pada inti penyebabnya seperti perebutan lahan, ketersinggugan
nilai dan kepentingan karena kepadatan penduduk, kemiskinan yang sudah
berlangsung secara struktural dan hampir menjadi kemiskinan kultural serta
tata ruang yang tidak terkelola dengan baik baik isi maupun kebutuhannya.
(2) Manusia pemerintahan sebagai pelaku dalam hubungan pemerintahan
antara pemerintah dengan pihak yang diperintah dalam berbagai status
khususnya mereka yang memiliki tanggung jawab yang relevan dengan
peristiwa perkelahian antara kelompok, tidak antisipatif dan kreatif sehingga
penyelesaian yang dilakukan hanya sampai pada tingkat proforma karena
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keterikatan pada job deskripsi yang diemban serta selalu berada dalam jalur
kepenegakkan prosedur bagi manusia pemerintah dengan atrubut kepolisian
dan dalam jalur kepentingan politik bagi manusia pemerintah dengan atribut
para politisi yang mewakili partai politik pada lembaga legislatif (DPRD).
(3).12
3. Skripsi yang ditulis oleh Risqi Husniyah dengan judul ”Solusi pemerintah
daerah terhadap konflik sosial di desa taman asri kecamatan purbolinggo dan
desa raman aji kecamatan raman utara kabupaten lampung timur”. Di
provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah
yang rentan terjadi konflik sosial. Pada kurun waktu tahun 2015 sudah terjadi
dua kasus konflik sosial, yaitu di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo
dan di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara. Berkenaan dengan
permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor
penyebab konflik, dampak dan kerugian fisik akibat konflik, serta solusi
pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik. Adapun metode penelitian
yang digunakan, yakni metode kualitatif deskriptif, jenis datanya data primer
dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, dan
dokumentasi. Kemudian dianalisis, disajikan, serta divalidasi agar menjadi
suatu penelitian yang ilmiah.
12Taufiq Manji, “Studi Analisis Peran Pemerintah Kota Terhadap Perkelahian Antar
Kelompok Di Kota Makassara”, (Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2011). h. vi
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Hasil penelitian menunjukan, konflik sosial di Desa Taman Asri dan
di Desa Raman Aji sama-sama disebabkan oleh faktor salah paham, pihak
yang dirugikan, komunikasi yang tidak lancar,dan perbedaan antar-anggota
masyarakat. Adapun perbedaanya terletak pada faktor penyebab konflik
sosial di Desa Raman Aji, yang disebabkan juga oleh faktor pola kebudayaan
dan perbedaan status sosial.
Dampak akibat konflik sosial yang terjadi, yaitu kerugian secara
materiil dan korban jiwa. Adapun solusi Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Timur, yaitu dengan memfasilitasi upaya perdamaian, bekerjasama
dengan berbagai instansi dan lembaga kemasyarakatan seperti FKUB,
FKDM, FPK, dan memberikan santunan serta bantuan kepada pihak-pihak
yang terkena dampak konflik. Solusi yang diberikan oleh pemerintah
diketahui memang sudah tepat. Namun dalam praktiknya, solusi tidak
dilaksanakan secara maksimal, sehingga faktor dan dampak akibat konflik
sosial yang terjadi tidak dapat diatasi secara sepenuhnya.13
4. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Lumi dengan judul “Peranan pemerintah
dalam pencegahan dan penanggulangan konflik antar kelompok (Suatu Study
Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)”. UU Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatakan Lurah selaku pimpinan
13Risqi Husniyah, ”Solusi Pemerintah Daerah Terhadap Konflik Sosial Di Desa Taman
Asri Kecamatan Purbolinggo Dan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten
Lampung Timur”, (Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro, 2013). h. v
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Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara ketentraman dan
ketertiban umum dan pada pasal 27 dalam pembinaan teknis dan pengawasan
camat diwajibkan memfasilitasi kelurahan dalam penyelenggaraaan
ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini akan mengkaji tentang
konflik antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Teling Kecamatan Wanea
yang sering berulang, dilihat dari peranan pemerintah dalam pencegahan dan
penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kota bersama Pemerintah
Kelurahan yang bertugas.
Pemerintah kota Manado sebagai institusi yang berkuasa yang berada di
kota ini seharusnya menyadari persoalan krusial ini, tugas pemerintah yang
seharusnya memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara
seyogyanya diperankan dengan maksimal. Sebenarnya sampai dengan saat
penelitian ini disusun pemerintah kota Manado sudah melakukan banyak
upaya penanggulangan maraknya terjadinya kekerasan konflik antar
kelompok warga atau yang dikenal dengan istilah “tarkam” (tawuran antar
kampung/kelompok) Pembentukan tim reaksi siaga oleh pemerintah
daerahdalam hal ini Pemeintah Kota Manado dari tahun 2010 hingga 2015
yang melibatkan beberapa unsur-unsur seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan,
Kesbangpol, Dinas Sosial,beberapa stakeholder yang terkait didalamnya
ternyata belum mampu meminimalisir dan melaksanakan tugasnya secara
optimal dalam pencegahan dan penanggulangan konflik kekerasan
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perkelahian antar kelompok (Tarkam) yang kerap kali terjadi di Kota
Manado, sehingga menimbulkan rasa tidak amankecemasan dan ketakutan
pada warga masyarakat. menciptakan keamanan dan ketertiban warga
ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani
perkelahian antar kelompok.14
5. Skripsi yang ditulis oleh Hendrik Risman dengan judul “Upaya pemerintah
daerah kabupaten kutai barat dalam menyelesaikan konflik tapal batas antar
kampung di daerah kabupaten kutai barat (konflik Kampung Muhur dan
Kampung Kaliq)”. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Upaya
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal
Batas Antara Kampung Di daerah Kabupaten Kutai Barat. Pemerintah dalam
hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai dan Pemerintah Kabupaten
Kutai Barat yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan Konflik Tapal
Batas Kampung yaitu antara Kampung Muhur dengan Kampung Kaliq, Sang
Sang. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, melalui
penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa Obserpasi, Wawancara
dan penelitian dokumen, dengan narasumber yang ditentukan melalui teknik
purposive sampling yaitu Camat Kecamatan Siluq Ngurai sebagai kay
informan,dan informan lain adalah kepala Kampung Muhur, Kepala Kampung
14Hendra Lumi, “Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan
Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota
Manado)”, (Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Manado, 2016). h. vi
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Kaliq, beserta masyarakat yang bersangkutan dalam konflik tapal batas antara
Kampung Kaliq, Sang Sang dan Kampung Muhur. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa, upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini
Pemerintah kecamatan Siluq Ngurai dan Pemerintah Kabupaten melalui Tim
PBD dalam menangani Konflik Tapal Batas antara kampung Muhur Dan
Kampung Kaliq, Sang Sang adalah negosiasi, mediasi, fasilitasi. Adapun
hambatan penyelesaian konflik tersebut adalah ketidak sabaran masyarakat,
ego satu sama laian masih tinggi, belum memiliki data yang akurat dan susah
diajak berdiskusi karena selalu salah anggapan terhadap pemerintah.
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten
Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antara Kampung Di
daerah Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatann
kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, upaya Pemerintah
Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini Pemerintah kecamatan Siluq Ngurai dan
Pemerintah Kabupaten melalui Tim PBD dalam menangani Konflik Tapal
Batas antara kampung Muhur Dan Kampung Kaliq, Sang Sang adalah
negosiasi, mediasi, fasilitasi. Dimana Posisi Pemerintah Kecamatan Siluq
Ngurai dalam menangani konflik tapal batas antara Kampung Muhur dan
Kampung Kaliq adalah netral tidak memihak pada salah satu kubu.
Seharusnya Pemerintah kecamatan siluq ngurai harus melakukan mediasi,
negosiasi, fasilitasi yang lebih serius dengan cara melibatkan memfasilitasi
pemerintah kabupaten sepenuhnya dan dibantu oleh pemimpin informal dalam
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hal ini Kepala Adat yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat untuk
menekan pihak-pihak dalam hal ini masyarakat yang besangkutan agar dapat
bernegosiasi dan dipertemukan dalam proses mediasi.15
15Hendrik Risman, “Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam
Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat
(Konflik Kampung Muhur Dan Kampung Kaliq)”, (Jurusan Pemerintahan Integratif,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015)., h. iv
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjaun Teoritis dan Konseptual
1. Teori Konflik
Konflik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan
manusia. Sebagaia mahluk sosial, seseorang tidak bisa hidup tanpa manusia
lain di sekitarnya sehingga dalam interaksinya seringkali menimbulkan
persinggungan atau pergesekan. Pemeuhan kebutuhan dasar mamnusia
seringpula menimbulkan konflik karena setiap orang pasti mengingingkan
hajat hidupnya terpenuhi yang bisa saja menimbulkan kerugian pada orang
lain sehingga konflik sulit di hindarkan. Sehingga dapat katakana bahwa
konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia mulai sejak dilahirkan
sampai meninggal dunia.16 Karakteristik konflik terbagi atas dua:
1. Konflik Ekonomi
Konflik ekonomi adalah konflik yang berlangsung karena perebutan
sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Beberapa contoh seperti, 1). Konflik
masyarakat dan pemilik modal dalam soal sengketa tanah, antara perusahaan
dan masyarakat. 2). Konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam kasus
pertembangan emas, timah dan penggalian pasir. 3). Konflik antara
masyarakat vs masyarakat dalam hal perebutan lahan. 3). Konflik antara
warga dan preman dalam soal perebutan lahan parkir.
16Nur Aliyah, Manajemen konflik, (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 7.
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Konflik merupakan pertentangan berbagai kepentingan yang sangat
beragam, tidak hanya fokus pada soal ekonomi, tetapi juga ideologi, politik
dan identitas. Untuk menghasilkan suatu perubahan yang maksimal, konflik
diperlukan, sebagaimana dinyatakan Charles Tilly bahwa kekerasan kolektif
melambangkan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan, dan bukan akibat
dari kebobrokan sosial, kemalaratan materi atau tindakan tidak rasioanal,
melainkan manifestasi rasionalitas dan peradaban menuju kemajuan.17
Konflik dapat terjadi karena banyak sebab, seperti perbedaan nilai-nilai,
kepentingan dan tujuan, serta persaingan untuk memenangkan sesuatu.
Konflik  dapat berupa segala bentuk interaksi yang bersifat bertentangan atau
bersebrangan yang disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam diri. Bentuk
konflik dapat terjadi dari yang lunak hingga yang keras dan terbuka, yang
sumbernya beragam dan pada umumnya merujuk pada dua dimensi yang
meliputi dimensi fundamental (biasanya diengaruhi aspek budaya dan
ideologi, berhubungan dengan masalah identitas), dan dimensi intrumental
(biasanya dipengaruhi aspek politik dan ekonomi, berhubungan dengan
masalah instrumental dan maeril).18
17 Syarifuddin Jurdi, Bahan Perkuliahan Tata Kelola Konflik (Makassar: Alauddin
University Press, 2014)
18 Mahi M. Hikmat, Komunikasi Politik Teori dan Praktik (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2011), h. 94.
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2. Konflik Sosial
Konflik sosial adalah konflik yang timbul karena masyarakat terdiri atas
sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karaktaristik yang berbeda,
masyarakat yang tersusun dalam kelompok dan strata yang berbeda. Beberapa
contoh seperti, 1). Kemiskinan bisa memicu konflik sosial dengan
pengelompokan warga yakni kelas atas, menengah dan bawah. 2). Migrasi
sosial bisa menimbulkan konflik, dari satu daerah ke daerah lainnya. 3).
Eklusifisme kelompok bisa melahirkan konflik dengan kelompok lain (kasus
konflik salafi&WI di Mks 2002). 4). Konflik antara pribumi dan non pribumi,
dll.
Collins memandang konflik merupakan sentra dalam kehidupan
masyarakat, struktur sosial tidak terpisah dari aktor yang membentuknya,
struktur sosial itulah yang menjadi sumbu interaksi sosial antara individu dan
masyarakat. Rendall Collins menjadikan pendekatan struktur sosial sebagai
inti teorinya, ia menyebut bahwa konflik hadir beberapa varian;
1). Setiap individu hidup dalam kondisi subyetif yang dibangun sendiri.
2). Adanya kekuasaan orang lain untuk mempengaruhi atau mengontrol
pengalaman subyektif dari individu.
3). Adanya kecenderungan dari individu untuk mengentrol orang yang
berada atau yang menentang subyektifitas individu tersebut.
G. Simmel mengemukakan bahwa suatu konflik oleh para anggota yang
terlibat konflik sebagai sesuatu yang memperjuangkan kepentingan
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individu,semakin cenderung konflik akan berlangsung secara keras. Konflik
dapat dipahami sebagai sesuatu yang berakhir, semakin kurang
kecenderungan konflik akan menjadi keras.19
2.  Kebijakan Publik
Kebijakan Publik merupakan proses penggunaan kewenangan negara
yang bereksperimen terhadap nasib oranng banyak. Dari pemakanaan tersebut,
para ilmuwan cenderung melakukan simplifikasi terhadap teori kebijkan
publik sehingga mengakibatkan permasalahn dilevel implementasi. Para
ilmuwan telah banyak melakukan pemaknaan terhadap kebijkan publik
tersebut namun sebagian besar proses itu bias, ilmuwan justru dimanfaatkan
sebagai instrmmen bagi kenyamanan penguasa.20
Kebijakan publik menitibertakan pada apa yang Dewey katakan sebagai
”publik dan problem-problemnya” kebijakan publik bahas soal bagaimana isu-
isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (constructed) dan didefenisikan,
dan bagaimana semuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda
politik. Selain itu, kebijakan publik merupakan studi tentang “Bagaimana,
Mengapa dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah” Atau seperti
yang dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang “Apa yang
dilakukan oleh pemerintah mengambil tindakan tersebut dan akibat dari
19 Syarifuddin Jurdi, Bahan Perkuliahan Tata Kelola Konflik (Makassar: Alauddin
University Press, 2014)
20 Sri Handayani, Ilmu Politik: Kebijakan Kesehatan, (Yogyakarta: Gosyen Publishing,
2011), h. 25.
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tindakan tersebut”. Studi “sifat sebab, dan akibat dari kebijakan publik” ini
mengisyaratkan agar kita menghindari fokus yang sempit dan menggunakan
pendekatan dan disiplin yang bervariasi.21
Kebijkan Publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever
goverments choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena
kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakakukan oleh pemerintah
disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi
suatu masalah publik.22 Defenisi lain mengenai kebijakan publik pun
ditawarkan oleh Carl Friedrich yang mengatakan bahwa kebijakan adalah
“serangkaian tindakan/kegiatan yanng diusulkann oleh seseorang, kelompok,
atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-
hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-
kesempatan) dimana kebijan tersebut diusulkan agar berguna dalam
mengatasinya untuk mencapai sesuatu yang dimaksud”.23
Kebijakan adalah salah satu aspek politik yang memiliki dampak luas
pada masyarakat. Secara garis besar, kebijkan adalah ‘output-output’ dari
proses politk,  ia mencerminkan pengaruh pemerintahan pada masyarakat;
yaitu kemampunya untuk menghasilkan pemburukn-pemburukan. Bahkan,
21Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisi Kebijakan,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 2.
22Subarsono, Analisis Kebijakann Publilk Konsep, Teori dan Aplikasinya,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2
23Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: CV Alfabeta Bandung,
2014), h. 7.
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sejak 1960-an dan 1970-an sebuah area studi yang khas telah berkmbang,
yaitu anaisis politik. Studi dibentuk untuk mempelajari bagaimana kebijakan
diprakarsai, dirumuskan dann diimplementasikan, dan bagaimana poses
kebijakann dapat dikembangkan.pada level yang lebih dalam, analisis
kebijakan mengkaji bagaimana dan mengapa keputusan-keputusan dibuat,
sehingga dengan demikian proses kebijakan adalah serangkaiann keputusan
atau kumpulan keputusan yang saling terkait.24
B. Kerangka Konseptual
24Andrew Heywood, politik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 621.
Peran Pemerintah
Mediasi Verivikasi lahan
Konflik PT. PP LonsumMasyarakat
Penyelesaian Konflik
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Metode
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif
yang berasal dari aktivitas dan perilaku dalam kegiatan masyarakat. Metodologi
penelitian kualitatif dibedakan dengan peneliatian kuantitatif dalam arti metode
penelitian kualittaif tidak mengandalkan bukti, berdasarkan logika matematis,
prinsip angka, atau metode statistik25.
Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan
nisi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih
mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif26, dan  memberikan gambaran
secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan
masalah yang diteliti, khususnya tentang Peran pemerintah dalam konflik antara
masyarakat dengan PT. PP Lonsum di desa Tamatto. Adapun bentuk
penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan
penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informasi
25Sugiono, Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2015),
h. 246.
26Deddy, Mulyana, Meteodologi penelitian Kulitatif: Paradigma Bru Ilmu Kounikasi Dan
Ilmu Sosial, (Jakarta: Kencana Penanda Media Group, 2012), h. 150
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terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data
didapat dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian.
B. Lokasi
Lokasi penelitian yaitu di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten
Bulukumba sebagai desa yang menuntut pengembalian hak lahan mereka yang
direbut paksa oleh pihak Lonsum, dan sebagai desa yang yang menjadi objek
konflik.
C. Jenis Data
1. Data Primer
Data primer dikumpulkan dengan turun langsung ke lokasi penelitian
dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendaptkan
informasi yang diinginkan.
2. Data Sekunder
Data sekunder diporeloh yaitu dengan membaca buku, karya tulis
ilmiah, dan berbagai literature-literatur yang lainnya yang memiliki
hubungan dengan tulisan ini. Seperti jurnal-jurnal yang ada di internet
terkait masalah Konflik.27
D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 metode pengumpulan data
yaitu:
27Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif:Paradigm Baru Ilmu Komunikasi
Dan Ilmu Sosial, h.
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1. Metode Observasi
Observasi ialah metode atau cara-cara yang menganalisis dan
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan
melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.28
Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang
digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa
informasi ynag diperoleh dari hasil observasi antara lain : ruang (tepat),
pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan waktu. Alasan
peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realitas
perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku
manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu
melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.29
Pada tahap observasi, peneliti mendatangi lokasi yang akan
dijadikan penelitian. Dalam hal ini adalah tempat terjadinya konfik dan
merupakan sumber dan informasi yang ada kaitannya dengan topik penelitian.
Dalam melakukan observasi di lokasi penelitian tepatnya di Desa Tamatto
28Sugiyono, Metode Penilitian Kualitatif Kuantitatif R&D ( Bandung: Alfabeta,
2014), h. 145.
29Juliansyah Noor, Metedologi Penelitian skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya
Ilmiah, (Jakarta: Kencana Penanda Media Group, 2012), h. 140.
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untuk menyajikan gambaran realistis dan melihat kondisi Desa tersebut,
menentukan tempat dan kapan akan melakukan penelitian, menetukan sumber
informan, dan melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang di lakukan oleh
masyarakat di Desa tersebut.
2. Metode Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan berhadapan secara lansung dengan yang diwawancarai
tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada
kesempatan yang lain. Tekni wawancara yang digunakan dalam penelitian
kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil
bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana
pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang lelatif
lama.30
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak
terstruktur dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun dengan
menggunakan telepon.
a) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila
peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang
30Juliansyah Noor, Metedologi Penelitian skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,
138-139.
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informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan
wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian
berupa pertanyaan-pertayaan tertulis yang alternatife jawabannya pun
telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi
pertanyaan yang sama, pengumpulan data menjatatnya.31
b) Wawancara tidak terstruk adalah wawancara yang bebas di mana
penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun
secara sistematis dan lengkap untuk mengumplkan datanya. Pedoman
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan
yang akan ditanyakan.32
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Anggota
DPRD, Kepala Desa, Toko Masyarakat, Masyarakat, Koordinator Aksi,
Pemuda Desa, Mantan pekerja Lonsum, Pegawai Lonsum, dan jumlah
informan dalam penelitian ini adalah 9 orang.
3. Dokumentasi
Yaitu cara untuk mendapatkan berbagai informasi baik dalam bentuk
tulisan ataupun gambar serta karya-karya yang sesuai dengan peristiwa
yang akan diteliti. Dimana dalam hal ini penulis melakukan metode
31Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, ( Bandung:
Alfabeta, 2014), h. 138.
32Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, h. 140.
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dokumentasi agar mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber
yang relevan.33
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data ang tersedia yaitu berbentuk
surat, catatan harian, cendera mata,laporan artefak, dan foto. Sifat utama
data ini terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi luang kepada
peneliti  untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu
silam.secara detail,bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu,
Autobiografi, surat pribadi, biki atau catatann harian,memorial, klipping,
dokumen pemerintah atau swsta, data di server dan flashdisk, dan data
tersimpan di web site. 34
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh darai hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.35
33Sugiyono, Metode Penilitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D , h. 28.
34Juliansyah Noor, Metedologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya
Ilmiah, (Jakarta: Kencana Penanda Media Group, 2012), h.141.
35Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatifdan R&D, (Bandung Alfabeta,
2015), h. 333.
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Analisis deskriktif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan
suatu gejala, suatu peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang penelitian
deskriktif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya
pada saat penelitian berlanngsung. Melalui penelitian deskriktif, peneliiann
berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat
perhatian tanpa melakukan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.
Penelitian deskriktif sesuai karaktaristiknya melakukan langkah-
langkah tertu dalam pelaksanaanya. Langkah-langkah ini sebagai berikut:
Diawali dengan adanya masalah menentukan jenis informasi yang diperlukan,
menentukan prosedur pengumpulann data melalui observasi atau pengamatan,
pengelolaan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.36
Dalam teknik analisa data kualitatif pastinya hasil yang didapatkan
nantinya belum di ketahui ini di karena sumber dan pengumpulan data yang di
gunakan bermacam-macam. Analisis data kualitatif sifatnya induktif yang
dimana data yang di peroleh nantinya bisa di kembangkan menjadi hipotesis.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisa data di lapangan
dengan mengambil model Miles dan Huberman dimana dalam analisa data
kualitatif ini di lakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus
sampai dapat hasil yang tuntas sehingga datanya sudah jenuh.37 Dalam metode
36Juliansyah Noor, Meteodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya
Ilmiah, h. 34-35.
37Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung :
Alfabeta, 2014), h. 246
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analisa data dilihat dari model Miles dan Huberman ada 3 macam model
yaitu:
1. Data reduction (Reduksi Data)
Dalam reduksi data berarti peneliti akan merangkum, memilih hal-hal
pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan di cari tema dan polanya.
Tujuan dari reduksi data ini adalah agar peneliti mendapatkan gambaran yang
lebih jelas agar bisa mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.
Peralatan yang di gunakan dalam reduksi data biasanya menggunakan
peralatan elektronik seperti komputer mini dan memberikan kode terhadap
aspek-aspek tertentu.38
2. Data Display (Penyajian Data)
Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian
data, dalam penyajian data kualitatif di lakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Biasanya yang sering
digunakan dalam metode analisa penyajian data berupa bentuk teks yang
sifatnya naratif. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar memudahkan
peneliti dalam memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan yang telah di pahami.39
3. Verifikasi
38Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, h. 247
39Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, h. 249
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Verifikasi dalam metode analisa data kualitatif menurut Miles dan
Hubermanadalah kesimpulan awal yang sifatnya masih sementara, dan bisa
saja akan berubah bila tidak ada bukti yang memperkuat atau mendukung
pengumpulan data. Sehingga dalam verifikasi merupakan kesimpulan awal
dari jawaban atau rumusan masalah peneliti. Kesimpulan dari penelitian
kalitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada dimana di
mana dianggap penglihatan yang masih buram yang di cari untuk
mendapatkan penglihatan yang lebih jelas.40
40Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, h. 252
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba
1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Bulukumba
Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata
dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu’ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa
Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya".
Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi
perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa
dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di
situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara
damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing.
Bangkeng Buki' (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan barisan
lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa
sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah
bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan
Bangkeng Buki' sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke
selatan. Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam
bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu
mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba".
Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini
resmi menjadi sebuah kabupaten. Peresmian Bulukumba menjadi sebuah
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nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang–Undang Nomor 29 Tahun
1959, tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5
Tahun 1978, tentang Lambang Daerah. Akhirnya setelah dilakukan seminar
sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad
Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten
Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 1994. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi
daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba
oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan
selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada
tanggal 12 Februari 1960.41
Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam
sejak awal abad ke–17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran
agama Islam ini dibawa oleh tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau
Sumatera yang masing–masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato
Ribandang (Makassar) dan Dato Pattimang (Luwu). Ajaran agama Islam yang
berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya
dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, suci lahir
batin, selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid "appasewang" (meng-
Esa-kan Allah SWT). Selain itu Terdapat Mesjid tertua ketiga di Sulawesi
41 Buku Profil Kabupaten Bulukumba Tahun 2011, h 1-2
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Selatan yang dinamakan Masjid Nurul Hilal Dato Tiro yang terletak di
Kecamatan Bontotiro.
Simbol adalah bentuk yang menandai sesuatu yang lain diluar dari
perwujudaan bentuk simbolik itu sendiri. Simbol yang tertuliskan sebagai
bunga, misalnya mengacu dan mengemban gambaran fakta yang di sebut
bunga sebagai sesuatu yang ada di luar bentuk simbolik itu sendiri. Dalam
konsep Pierce simbol diartikan sebagai sebagai tanda yang mengacu pada
objek tertentu di luar tanda itu sendiri, hubungan antara simbol dengan
penanda dengan sesuatu yang ditandakan (petanda) ifatnya konvensional.
Berdasarkan konvensi itu itu pula masyarakat pemakainya menafsirkan ciri
hubungan antara simbol dengan objek yang diacu dan menafsirkan
tandanya.42
Dalam komunikasi (bahasa) simbol sering diistilahkan sebagai
lambang. Lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu
lainnya, berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Lambang meliputi kata-
kata (pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati
bersama, misalnya memasang bendera di halaman rumah untuk menyatakan
penghormatan atau kecintaan kepada negara.43
Apa saja bisa dijadikan lambang, bergantung pada kesepakatan
bersama. Katakata (lisan atau tulisan), isyarat tubuh, makanan dan cara
42Alex Sobur., Semiotika Komunikasi (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2006), h.
156
43Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, h. 156
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makan, temapat tinggal, jabatan, olahraga, hobi, peristiwa, tumbuhan, gedung,
alat (artefak), angka, bunyi, waktu dan sebagainya.44
1. Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba
Nomor: 13 Tahun 1987, maka ditetapkanlah Lambang Daerah Kabupaten
Bulukumba dengan makna sebagai berikut:
1. Perisai Persegi Lima
Melambangkan sikap batin masyarakat Bulukumba yang teguh
memertahankan pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
2. Padi dan Jagung
Melambangkan mata pencaharian utama dan merupakan makanan
pokok masyarakat Bulukumba. Bulir padi sejumlah 17 bulir
melambangkan tanggal 17 sebagai tanggal kemerdekaan RI. Daun
jagung sejumlah 8 menandakan bulan Agustus sebagai bulan
kemerdekaan RI. Kelopak buah jagung berjumlah 4 dan bunga buah
jagung berjumlah 5 menandakan tahun 1945 sebagai tahun kemerdekaan
RI.
3. Perahu Pinisi
44Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
2015), h. 93
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Sebagai salah satu mahakarya ciri khas masyarakat Bulukumba,
yang dikenal sebagai "Butta Panrita Lopi" atau daerah
bermukimnya orang yang ahli dalam membuat perahu.
4. Layar perahu pinisi berjumlah 7  buah
Melambangkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten
Bulukumba, tetapi sekarang sudah dimekarkan dari tujuh menjadi
10 kecamatan.
5. Tulisan aksara lontara di sisi perahu
“Mali  Siparappe, Tallang Sipahua” Mencerminkan perpaduann
dari dua dialek Bugis-Konjo yang melambangkan persatuan dan
kesatuan dua suku besar yang ada di kabupaten Bulukumba.
6. Dasar Biru
Melambangkan bahwa kabupaten Bulukumba merupakan daerah
maritim.
2. Letak Geografis Kabupaten Bulukumba
Secara geografis Kabupaten Bulukumba berada di 153 Km dari
Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan dari
jazirah Sulawesi Selatan 1,85% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,
yang secara kewilayahan Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat
dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang,
dataran rendah, pantai dan laut lepas.
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Awal terbentuknya, Kabupaten Bulukumba hanya terdiri dari tujuh
kecamatan (Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro,
Kajang, Hero Lange-Lange), tetapi beberapa kecamatan kemudian
dimekarkan dan kini “butta panrita lopi” sudah terdiri atas 10 kecamatan. Ke-
10 kecamatan tersebut adalah:
1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten)
2. Kecamatan Gantarang
3. Kecamatan kindang
4. Kecamatan Rilau Ale’
5. Kecamatan Bulukumpa
6. Kecamatan Ujungloe
7. Kecamatan Bontobahari
8. Kecamatan Bontotiro
9. Kecamatan Kajang
10. Kecamatan Herlang
Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah
pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan dan
perkebunan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan
Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan
Kajang dan Kecamatan Herlang.
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Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan
perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan
Bulukumpa.
Tabel 1
Kabupaten Bulukumba berbatasan dengan wilayah-wilayah
sebagai berikut:
Sebelah Utara Kabupaten Sinjai
Sebelah Selatan Laut Flores
Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Pulau
selayar
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2016
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3. Jumlah Penduduk Di Kabupaten Bulukumba
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016
No Kabupaten Bulukumba
(kecamatan)
Jumlah Penduduk (Jiwa)
2016
1. Gantarang 74 582
2. Ujung Bulu 53 764
3. Ujung loe 41 397
4. Bontobahari 25 233
5. Bontotiro 21 916
6. Herlang 24 560
7. Kajang 48 635
8 Bulukumpa 52 259
9 Rilau Ale’ 39 775
10 Kindang 31 108
Bulukumba                                423 239
Sumber : Badan Pusat Statistik Bulukumba dalam angka 2016
Penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 berjumlah
423,229 orang dari 10 kecamatan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari
10 kacamatan tersebut, kecamatan Gantarang adalah kecamatan yang
memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di Kabupaten Bulukumba
yakni 74,582 jiwa di banding dari Sembilan kecamatan lainya.
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Tabel 1.2
Pembagia Luas Wilayah Kecamatan (Km²) Kabupaten Bulukumba
Sulawesi Selatan Tahun 2016
No Kecamatan Luas area (km²)
1. Gantarang 173,51
2. Ujung Bulu 14,44
3. Ujung Loe 144,31
4. Bontobahari 108,00
5. Bontotiro 78,34
6. Herlang 68,79
7. Kajang 129,06
8. Bulukumpa 171,33
9. Rilau Ale’ 117,53
10. Kindang 148,76
Bulukumba                       1.154,07 (km²)
Sumber : BPS, Kabupaten Bulukumba 2016
Secara administrasi, kabupaten Bulukumba terbagi menjadi 10
kecamatan dengan luas wilayah 1.154,07 (Km²). Pada table diatas kita bisa
lihat bahwa bahwa dari keseluruhan luas area masing-masing kecamatan,
kecamatan Gantarang yang paling luas wilayahnya yakni 173,51 (Km²).
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B. Gambaran Umum Kecamatan Ujung Loe
Kecamatan Ujung Loe merupakan salah satu dari 10 kecamatan di
kabupaten Bulukumba, dengan luas wilayah 144,31 dalam kecamatan Ujung Loe
terdapat 13 desa daerah pantai dan bukan daerah pantai. Berikut luas wilayah
menurut desa di  kecamatan Ujung Loe dalam bentuk  tabel.
Tabel 2
Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ujung Loe
2016
No. Desa/Kelurahan Status Luas wilayah
1. Salemba Desa 4.43
2. Dannuang Kelurahan 7.45
3. Majalling Desa 7.02
4. Padang Loang Desa 8.52
5. Seppang Desa 8.46
6. Bijawang Desa 7.82
7. Lonrong Desa 9.75
8. Ballong Desa 9.83
9. Garanta Desa 9.42
10. Manyampa Desa 24.05
11. Balleangin Desa 21.61
12. Tamatto Desa 18.45
13. Paccarammengang Desa 7.50
Sumber : BPS, Kabupaten Bulukumba Angka 2016
43
C. Gambaran Umum Desa Tamatto
Kelurahan/Desa Tamatto merupakan salah satu Desa di Kecamatan Ujung
Loe Kabupaten Bulukumba. Kelurarahan/Desa Tamatto Mempunyai luas wilayah
ketiga dari Desa Manyampa dan Balleangin yaitu 18.45 km².
Jarak Desa Tamatto ke Kota Bulukumba sekitar 16,5 km. Kelurahan/Desa
Tamatto memiliki 3 Dusun yaitu kampung Tamappalo, Allu dan pallagisang
dengan jumlah penduduk 4.067 dengan luas Desa 18.45 km². Dimana penduduk
perempuan lebih banyak dari pada Laki-laki yaitu sekitar 2.144  jiwa sedangkan
laki-laki sekitar 1.923 jiwa, jadi total keseluruhan penduduk di Desa Tammato
sekitar 4.067 jiwa.
Berikut data peta jarak antara Bulukumba dan desa Tamatto.88
1. Sumber Mata Pencaharian
Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa
penduduk bekerja, hampir kesuluruhan warga Desa Tamatto adalah
Petani, Berkebun dan Peternak Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing maupun
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Unggas seperti Ayam Buras, Itik,, Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras
Pedaging.
2. Agama
Ditinjau dari segi agama yang dianut masyarakat
Kelurahan/Desa Tamatto adalah beragama islam. Terdapat 8 masjid
yang menjadi tempat ibadah warga setempat dan 1 mushollah.
3. Fasilitas
Ditinjiau dari segi ketersediaan fasilitas yang terdapat di Desa Tamatto
maka:
Tabel 3
Fasilitas yang ada di Desa Tamatto
No. Fasilitas Yang Ada Jumlah
1. Kantor Desa 1
2. Poskesdes 1
3. Posyandu 5
4. Pasar umum 1
5. Penggiling Padi 4
Sumber : Data Desa Tamatto
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D. Sejarah Perusahaan
1. Secara Umum Berdirinya PT. PP London Sumatera
Sejalan dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia mulai dari masa
penjajahan Belanda, Jepang sampai pada masa kemerdekaan reformasi hingga
masa pembangunan sekarang, perusahaan di Indonesia khususnya di kawasan
Sumatera Utara mengalami perkembangan. Perusahaan yang berkembang
umumnya adalah perusahaan yang bergerak dibidang  perkebunan yang
mengalami kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di
Sumatera Utara.
Mulanya perusahaan ini bekas hak Concessie (hak konsensi) berdasarkan
perjanjian antara Zelfbestuur Deli dengan beberapa perusahaan Rubber Company
Ltd, yang disahkan Resident Sumatra Timur dalam rangka Konferensi Undang-
Undang pokok Agraria tanggal 1 Maret 1962 No. Ka. 13/7/1. Pada tahun 1962
perusahaan ini memperluas bidang usahanya dengan mengadakan penggabungan
diantara perusahaan perkebunan Inggris yang memiliki beberapa kebun di
Sumatera Utara.
Dengan adanya  penggabungan ini di bentuklah PT. PP. London Sumatra
Indonesia Tbk. PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk didirikan dengan akte
pendirian No. 93 tanggal 18 Desember 1962 di hadapan notaris Raden Kardiman
di Jakarta dengan naskah No. 20 tanggal 9 September 1963 yang dibuat di
hadapan notaris yang sama. Situasi negara yang saat itu mengalami pergolakan
dengan Inggris turut menimbulkan dampak pada  perusahaan. Pemerintah
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Indonesia berniat mengambil alih pengurusan  perusahaan dan menyerahkannya
kepada bangsa Indonesia. Pengambil alihan ini segera dilaksanakan pada tanggal
22 Januari 1964 yang  pengurusannya berada dalam penguasaan dan pengawasan
suatu badan pemerintah dengan nama Badan Pengawasan Perkebunan Asing
Republik Indonesia (BPPARI) dan perkebunan ini diganti namanya menjadi PT.
PP Dwikora I & II. Seiring perjalanannya pada tahun 1967 diadakanlah suatu
perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Horrison & Crossfield
Ltd dan anak perusahaannya berdasarkan ketetapan Presiden No.6 tahun 1967.
Persetujuan perjanjian ini berlaku mulai tanggal 20 Maret 1968. maksud dan
tujuan dari persetujuan ini adalah:
1. Pengembangan hak milik penguasaan dari pemerintah Republik
Indonesia kepada Horrison & Crossfield Ltd terhadap perkebunan yang
pernah di kelolanya.
2. Melakukan kerja sama untuk kepentingan bersama dalam hal
perkebunan karet dan kelapa sawit dan proyek-proyek pangan yang
mungkin dilaksanakan oleh perusahaan.
3. Terwujudnya perjanjian ini juga didasarkan atas pertimbangan.
4. Instruksi Presiden Kabinet No. 28/U/1996 tertanggal 12 Desember
1996 dan semua pengaturan lain yang bertalian dengan pengembalian
perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.
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5. Undang-undang No.1 tahun 1967 mengenai penanaman modal asing
dan semua peraturan lain mengenai penanaman modal asing di
Indonesia.
Hadirnya perjanjian ini maka kepemilikan dan penguasaan perusahaan
tersebut oleh pemerintah Indonesia dikembalikan kepada pemiliknya semula
yaitu Horrison & Crossfield Ltd pada tanggal 1 April 1968 dan terjadi
penggantian nama menjadi PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. Pada
tanggal 21 November 1991, PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk
melakukan merger dengan beberapa perusahaan di bawah ini:
1. PT. Nagadong Plantation Company
2. PT. Nagadong Plantation Company
3. PT. Perusahaan Perkebunan Bajue Kidoel
4. PT. Perusahaan Perkebunan Sulawesi
Keempat perusahaan ini menggabungkan diri dan menamakannya menjadi
PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. Perusahaan ini adalah jenis  perusahaan
Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan surat Ketua Badan Penanaman
Modal tanggal 12 November 1991 No.794/III/PMA/1991. Pada tanggal 27 Juli
1994, Harrisons & Crossfield menjual seluruh saham Lonsum kepada PT Pan
London Sumatra Plantations (PPLS), yang membawa Lonsum go public melalui
pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tahun 1996.
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2. Secara Khusus Berdirinya PT. PP London Sumatera
PT. PP Lonsum (perusahaan terbatas perusahaan perkebunan London
sumatera) adalah sebuah perkebunan karet yang sangat luas di Kabupaten
Bulukumba, diawal pembukaan perkebunan NV.Celebes Landbouw
Maaschappijh yang kemudian berganti nama menjadi PT. PP Lonsum
menguasai dua wilayah yaitu Ballombassi dan Pallagisang dengan luas 350
hektar dengan di tanami kapuk, kopi, kakao, dan terakhir pohon karet.
Kebun Bulukumba (Balombissie dan Palangisang) beserta sarana dan
prasarana penunjangnya yang merupakan bagian dari Harrisons & Crossfield
mulai beroperasi di Sulawesi Selatan (Bulukumba) pada tahun 1919, tiga belas
tahun setelah H&C berdiri. Pada tahun 1965 perkebunan tersebut diambil alih
oleh PPN Dwikora dan  pada tahun 1968 dikembalikan oleh Pemerintah RI
kepada Perkebunan Harrison & Crosfield Plc yang kemudian bernama London
Sumatra (Lonsum).
PT. PP. London Sumatra Indonesia,Tbk merupakan perusahaan yang
bergerak dalam bidang perkebunan dan pabrik karet. Perusahaan ini mulai
beroperasi di Sulawesi Selatan sejak tahun 1919 di wilayah Kabupaten
Bulukumba. Areal perkebunan dan pabrik karet yang berada di Palangisang
Kecamatan Ujung Loe adalah seluas 3.436,61 ha dengan luas areal tanam +
2.790,85 Ha, dan lokasi Balombissie seluas 2.347,85 ha dengan luas areal tanam
+ 2.154,57 Ha. Sedangkan Luas Areal Pabrik Pengolahan Karet + 0,97 Ha.
Adapun nama dari perusahaan produksi karet remah dan lembaran yang ada di
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bulukumba ini adalah Palangisang Crum Rubber Factory yang biasa dikenal
dengan PCRF. Produk utama adalah Karet Lembar (RSS;Ribbed Smoke Sheet).
Produk crumb rubber adalah produk sampingan untuk memanfaatkan sisa lateks
dari pohon yang berupa cup-lump. Berdasarkan data terakhir Perusahaan Tahun
2013 memiliki kapasitas produksi:
1. Kapasitas olah karet lembar : + 275 ton/bulan
2. Kapasitas olah karet remah : + 800 ton/bulan
A. Identitas Pemekarsa
Nama Perusahaan : PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk.
Jenis Badan Hukum : PT (Perusahaan Tebatas)
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910
Indonesia
Nomor Telepon : (6221) 57957718
Nomor Fax : (6221) 57957719
E-Mail : www.londonsumatra.com
Status Penanaman Modal : PMA
Bidang Usaha : Perusahaan Perkebunan
B. Sertifikat
Dalam perjalanan bisnisnya, Kebun Bulukumba telah mendapatkan
berbagai penghargaan dan sertifikasi baik nasional maupun internasional,
diantaranya adalah:
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1. Sertifikat EMS ISO 14001, tahun 2008 dan telah di resertifikasi
pada 2011.
2. Sertifikat OHSAS 18001 : 2007.
C. Luas Perkebunanan dan Kapasitas Produksi
1. Luas Perkebunan Karet dan pabrik karet yang berada di Palangisang
Kecamatan Ujung Loe adalah seluas 3.436,61 ha dan Balombassie
seluas 2.347,85 ha.
2. Produk utama adalah Karet Lembar (RSS; Ribbed Smoke Sheet)
3. Produk crumb rubber adalah produk sampingan untuk memanfaatkan
sisa lateks dari  pohon yang berupa cup-lump.
4. Produksi pabrik karet adalah rata– rata 20 ton/ hari yang terdiri atas
karet lembar (RSS) sebanyak 30 % dan Karet Remah (Crumb Rubber)
sebanyak 70% masing– masing kapasitas terpasang pabrik adalah
sebagai berikut :
a. Pabrik Karet Lembar (RSS) adalah 13 ton/hari.
b. Pabrik Karet Remah ( Crumb Rubber ) adalah 20 ton / hari.
Perkebunan dan pengelolaan karet di Kabupaten Buluumba tepatnya di
Desa Tamatto yang dikelolah oleh PT. Lonsum adalah perkebunan karet yang
sangat luas, yang sebahagian sahamnya di miliki publik. Titik lokasi perkebunan
karet ini di pallangisang dan di Balombassi dengan total keseluruhannya
5,784,46 hektar. berikut dalam bentuk tabel:
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Tabel 4
Luas pengelolaan perkebunan karet kabupaten Bulukumba
No. Lokasi perkebunan Jumlah
1. Pallangisang 3, 436, 61
2. Balombassi 2, 347, 85
5, 784, 46
E. Historisitas Konflik
Berikut penulis akan menguraikan tentang historitas konflik yang terjadi
dari tahun ketahun sampai menelan korban jiwa.
1. Konflik Pada Tahun 2003
Konflik berawal pada tanggal 5 sampai 8 Maret 2003, PT Lonsum dengan
kawalan aparat kepolisian, melakukan pengambilalihan lahan secara paksa
dengan membakar 5 rumah penduduk di Kampung Lapparaya desa Bonto
Mangiring. Sebulan kemudian, pada tanggal 29 Mei 2003, 18 aparat kepolisian
dan 8 orang karyawan PT Lonsum melakukan penyerbuan ke desa Bonto
Mangiring dan desa Bonto Baji. Dengan menggunakan 1 mobil polisi dan 3
mobil milik PT Lonsum, mereka menangkap 4 orang warga. Yaitu Baddu (53),
Sampe (45), Sannai (30), dan Maing (35), hanya Maing yang dilepas. Sedang
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ketiga orang lainnya bakal dibawa ke pengadilan dengan dakwaan merusak
tanaman.45
Namun intimidasi dan teror tersebut tak menyurutkan nyali petani
Bulukumba. Mereka melakukan aksi pendudukan gedung DPRD selama 10 hari,
sejak tanggal 1 sampai 10 Juli 2003. Masyarakat mendesak agar Musyawarah
Pimpinan Daerah (Muspida) Bulukumba melepaskan petani yang ditangkap
polisi. Muspida akhirnya menyetujui tuntutan itu. Tetapi janji itu ternyata cuma
janji kosong. Akibatnya warga kembali melakukan pendudukan Gedung DPRD
II Bulukumba sejak tanggal 15 sampai 22 Juni 2003. Hanya saja kepolisian yang
menahan petani tetap bersikukuh. Mereka tak mau melepaskan petani yang
ditahan.46
Puncak kekecewaan warga akhirnya bermuara pada tanggal 21 Juli 2003.
Warga yang marah melakukan aksi penebangan pohon karet PT Lonsum. Di saat
itulah polisi yang dikomandani oleh Wakapolres Bulukumba, Ajun Komisaris
Polisi (AKP) Gatot Budi Wiwono melepas peluru panas. Hasilnya, lima orang
terluka dan dua orang petani pun tewas akibat konflik tersebut.47
Kekerasan juga melibatkan aparat pemerintahan sipil, seperti persetujuan
gubernur pada perampasan tanah untuk Kodam Hassannudin. Selain itu
keterlibatan aparat sipil atau pemda juga banyak terlihat seperti dalam kasus
terakhir 21 Juli 2003. Muspida pada 18 Juli 2003 mengeluarkan surat dengan
45 Tim ivestigasi kontras Bulukumba
46 Surat keputusan Rapat Muspida Bulukumba, 18 Juli 2003.
47 Surat keputusan Rapat Muspida Bulukumba, 18 Juli 2003.
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Kop Surat Bupati Bulukumba, hasil rapat Muspida Bulukumba, yaitu ; Bupati,
Dandim 1411, Kapolres, Kajari, wakil Bupati, wakil DPRD, yang memutuskan
“menegaskan bahwa 200 Ha adalah Hak Rakyat dan selebihnya adalah HGU
milik PT Lonsum. Kemudian aparat terkait akan memberikan bantuan
pengamanan”.48
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa di desa Tamatto
muh. Arsul Sani bahwasanya:
”Pada tahun 2003 ada dua warga yaitu Bacce Binti Le’leng, dan Nurbaya
Binti Bacce warga Dusun Tammappalalo Desa Tammatto, yang sehari-
hari bekerja sebagai petani, ditangkap dijalan dekat lapangan tempat
peristiwa penembakkan. Korban mengaku tidak ikut aksi, karena dia
datang memetik kacang hijau. Namun karena melihat orang berlarian, ia
bersembunyi di tenda, metutup dirinya karena takut. Tetapi tetap terlihat
oleh polisi, kemudian ditangkap. Ia lalu diajak keliling mencari yang lain.
Selanjutnya dibawa ke Polres. Dia juga mengalami pemukulan. Pengakuan
ikut aksi dibuatnya karena takut oleh polisi. Dia sempat ditahan hampir 1
bulan”.49
Sementara aparat kepolisian terlibat dalam sejumlah banyak kekerasan di
Bulukumba. Terutama dalam kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2003. dari
tindakan menolak melakukan penegakkan hukum sampai turut serta secara
langsung melakukan kekerasan, bahkan penembakkan terhadap masyarakat.
Alasan yang digunakan oleh pihak merupakan alasan-alasan yang berupa lip
service dan sepihak, serta tidak memahami konteks konflik. Dalam sejumlah
kasus aparat kepolisian juga bersama-sama dengan beberapa masyarakat sipil
48 Surat keputusan Rapat Muspida Bulukumba, 18 Juli 2003.
49Wawancara Dengan Muh. Arsul Sani (Kepala Desa), Di Desa Tamatto, Tanggal 06
Oktober 2017 Pukul 14.25 Wita
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yang dipersenjatai melakukan kekerasan, penggusuran, pembakaran dan
penggeledahan terhadap masyarakat. Berikut nama warga sipil/buruh Lonsum
yang diketahui polisi menggunakan senjata, tetapi tidak ditangkap, bahkan
bersama-sama melakukan teror, intimidasi dan kekerasan lainnya terhadap
masyarakat. Berikut dalam bentuk tabel daftar pegawai PT. Lonsum yang
menggunakan senjata saat menghadapi masyarakat Bulukumba.50
Tabel 5
Daftar Pegawai PT. Lonsum yang menggunakan senjata saat
menghadapi masyarakat Bulukumba pada Peristiwa Kajang Berdarah
Maret 2003.
NO NAMA ALAMAT PEKERJAAN JENIS
SENPI
1. A.Abd. Malik alias
Karaeng Makking
Ds. Bontominasa
Kec. Bulukumpa
Mandor PT.
Lonsum
Pistol
2. Halang Ds. Bonto baji
Kec. Kajang
Mandor PT.
Lonsum
Pistol
3. Ahmad Desa Jo’jolo
Kec. Bulukumpa
Karyawan PT.
Lonsum
Pistol
4. Azis Ds. Jo’jolo Kec.
Bulukumpa
Karyawan PT.
Lonsum
Pistol
5. Jamaluddin bin
Tanto
Ds. Bonto
Mangiring
Kec. Bulukumpa
Mandor
PT. Lonsum
Pistol
6. Colleng Ds. Bonto
Biraeng
Kec. Kajang
Karyawan
PT. Lonsum
Pistol
50 Tim Ivestigasi Kontras Bulukumba
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7. Galung Ds. Bonto
Mangiring
Kec. Bulukumpa
Karyawan
PT. Lonsum
Pistol
Sumber: Tim Investigasi Kontras
Tabel diatas menjelaskan bahwa ada tujuh orang pekerja Lonsum yang
memiliki senjata api yaitu Mandor dan Karyawan. Aparat ke Polisian yang sudah
mengetahui mereka memiliki senjata tidak menahan bahkan polisi dan pekerja
Lonsum bersama-sama melakukan teror, intimidasi dan kekerasan kepada
masyarakat setempat, sehingga masyarakat takut dan tidak berani melawan
mereka.
2. Konflik Tahun 2007
Konflik kembali terjadi pada tahun 2007 di Desa Tamatto dimana
Mayarakat yang merasa tanahnya dirampas berkumpul di Lapangan Tamatto
mereka sama-sama berunjuk rasa dan melawan petugas ke polisian dimana
masyarakat melakukan demonstrasi dengan tuntutan yang sama, sehingga pada
demonstrasi tersebut kembali menelan korban jiwa dan luka-luka.
Berikut keterangan wawancara dengan informan tersebut:
“Pada tahun 2007 ada 4 kecamatan yang melakukan demonstrasi dengan
tuntutan yang sama terhadap perusahaan Lonsum mereka berkumpul di
Lapangan Tamatto dan ke perusahaan Lonsum kemudian menduduki
perkebunan karet. Ratusan aparat ke polisian dan TNI mengawasi setiap
tindakan yang mereka lakukan, sehingga pada saa itu tiba-tiba aparat ke
polisian dan TNI menyerang mereka dan suasana menjadi mencekam dan
terdengar beberapa kali suara tembakan yang di keluarkan oleh aparat ke
polisian, puluhan korban jiwa berjatuhan dan ratusan orang luka-luka,
jumlah masyarakat yang tewas pasa saat itu ada 30 orang masing-masing
dari di Desa Kajang, Bonto Mangiring, Balong dan Tugandong. Aparat ke
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polisian juga menelan korban jiwa yaitu dua orang tewas dan lima orang
luka parah”.51
Kekerasan yang dilakukan oleh ke polisian Bulukmba seharusnya di proses
dan ditindak lanjuti karna ini menyakut Hak Asasi Manusia (HAM) dan tugas ke
polisian juga yaitu mengayomi masyarakat seharusnya mereka membela
masyarakat yang sudah jelas di bodohi dan di rampas hakya.
Konflik individu dapat berubah menjadi konflik kelompok karena adanya
kecendrungan individu untuk  melibatkan setiap anggota kelompok. Solidaritas
kelompok sering menjadi penyebab bagi kelompok untuk membela anggotanya
meskipun tidak mengetahui penyebab timbulnya konflik. Konflik merupakan
bagian dari demokrasi, karena ciri tatanan demokrasi adalah adanya peluang bagi
kemerdekaan pemikiran consensus, dan perbedaan pendapat, serta partisipasi
politik, manajemen konflik secara damai , dan pembatasan kekerasan; serta
luasnya kepercayaan dan loyalitas terhadap pemerintah yang konstitusional dan
demokratsi.52
Ketika tanahnya dirampas masyarakat di Desa Tamatto tidak bisa berbuat
apa-apa karena mereka tidak punya hak ke pemilikan tanah. Warga yang di
rampas tanahnya di tawari bekerja di Lonsum selama tujuh turunan dan mereka
juga akan di beri tanah seluas delapan hektar menampung hewan untuk masyarkat
Tamatto. Berikut pernyataanya.
51 Wawancara Dengan Ambo Sattu  (Masyarakat Desa Tamatto), Di Desa Tamatto,
Tanggal 05 Oktober 2017 pukul 11.18 Wita
52Ronald  H. Chilcote, Teori perbandigan Politik: Penulusuran Paradigma, ( Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 475-479
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“Saya sudah lama tinggal di Tamatto, saya sering melihat dan bahkan
saya pernah dua kali turun aksi membantu dan membela masyarakat yang
merasa tanahnya di rampas. Banyak masyarakat tamatto yang tanahnnya
di rampas di janjikan akan di pekerjakan di lonsum selama 7 turunan dan
di berikan tanah seluas 8 hektar untuk menampung hewan meraka,, tapi
nyatanya mereka di bodohi sampai sekarang tidak ada tanah untuk
menampung hewan dan mereka di pekerjakan hanya satu turunan  saja”.53
Hasil wawancara dengan informan diatas menjelaskan bahwa permainan
dan pengaruh Lonsum di Bulukumba sangat luar biasa, masyarakat yang merasa
tanahnya dirampas hanya melihat tanpa melawan karena mereka takut dan di
ancam bahkan akan di bunuh apa bila melawan, mereka juga ditawari pekerjaan
dan di berikan tanah untuk menampung hewan mereka tapi ternyata itu hanya
janji yang di buat oleh pihak Lonsum terhadap masyarakat yang tanahnya di
rampas.
Coser berpandangan bahwa karakteristik konflik dapat dibedakan menjadi
dua yaitu konflik nyata dan konflik tidak nyata. Konflik nyata ditimbulkan dari
rasa frustasi karena tuntutan tertentu yang tidak sesuai dengan harapann yang
ingin di capai oleh partisipasi. Adapun konflik tidak nyata bukan disebabkan oleh
tujuan-tujuan yang antagonis, melainkakn kebutuhan untuk membebaskan
ketegangan yang agresif dalam suatu interaksi. Dalam hal lain, pilihan yang
berlawanan bergantung pada faktor yang menentukan dan tidak secara langsung
53 Wawancara Dengan Sappe Boja ( Tokoh Mayarakat), Umur 67 Tahun, Tanggal 09
Oktober 2017 Pukul 13:52 Wita
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berhubungan pada masslah yang diperdebatkan dan tidak beriorentasi pada hasil
yang ingin di capai secara spesifik.54
3. Konflik Tahun 2013
Konflik merupakan suatu reaksi yang timbul karena adanya perbedaan
pendapat kemudian memicu perselisihan dan konflik, pada hakikatnya manusia
hanya memiliki perbedaan seperti cara berpikir dan mengambil sikap dalam
kehidupan sehari-hari, sehingga prinsip dan kepentingan antara individu maupun
kelompok tidak dapat terhindarkan.
Konflik pada tahun 2013 kembali memanas di Desa Tamatto, dimana
masyarakat kembali menuntut pengembalian lahan mereka, warga dari berbagai
desa dan kecamatan menduduki perkebunan karet selama dua minggu dengan
mendirikan tenda. petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma
Agraria (AGRA)  dari 10 desa ini membangun 40 tenda. Mereka melarang
perusahaan mengambil getah karet sebelum ada penyelesaian. Para petani
menuntut, Gubernur Sulsel memfasilitasi pertemuan penyelesaian sengketa
antara Lonsum dengan petani. Sebagaimana yang di katakan oleh Ahmad R,
salah satu pemimpin aksi.55
“Kami akan terus bertahan sampai ada penyelesaian konflik dari Pemkab
Bulukumba”.
54 Lewis A. Coser, The Function of Social Conflict; ( New York: The free Press, 1964),
h.49.
55 Surat keputusan Rapat Muspida Bulukumba, 18 Juli 2003
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Sebelum menduduki perkebunan, petani aksi di Kantor Bupati Bulukumba.
Massa bertemu kepala bidang Pertanahan dan Kesbang Pemda Bulukumba.
Dalam pertemuan itu, massa mendesak Pemerintah Bulukumba, konsisten sesuai
janji menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan
mengembalikan tanah masyarakat yang di rebut paksa dan tanah ulayat
masyarakat adat Kajang tanpa syarat.56
Mereka meminta pemerintah dan BPN meninjau ulang ataupun mencabut
hak guna usaha (HGU) Lonsum karena melanggar hak rakyat. Sebab, proses
penerbitan HGU dinilai cacat hukum. Saat itu, Pemkab Bulukumba menyatakan,
akan menyampaikan tuntutan petani kepada Gubernur agar ada proses mediasi.
Rudi Tahas, AGRA Sulsel mengatakan, penyelesaian sengketa telah
ditangani Pemrov Sulsel berdasarkan pertemuan antara petani penggugat dengan
Kementerian Dalam Negeri, difasilitasi Pemkab Bulukumba. Pemkab
Bulukumba pun telah membentuk tim dan melakukan verifikasi lahan di
lapangan.57
Gubernur dan Pemkab Bulukumba harus segera mediasi antara masyarakat
dengan Lonsum berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan tim
Pemkab Bulukumba. Lalu, mengeluarkan seluruh tanah masyarakat sesuai hasil
verifikasi dari HGU Lonsum.58
56 Tim Investigasi Kontras Bulukumba
57 Tim Investigasi Kontras Bulukumba
58 Tim Investigasi Kontras Bulukumba
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Kasus ini sudah berlangsung puluhan tahun. Petani kehilangan tanah dan
menderita. Sudah saatnya ada penyelesaian konflik dan mengembalikan tanah
petani. Kita harus menggalang konsolidasi kuat mendukung petani di
Bulukumba.
Konflik adalah aspek intrisik dan tidak mungkin dihindarkan dalam
perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi kepentingan nilai dan
keyakinan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan
dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara kita menangani konflik adalah
persoalan kebiasaan dan pilihan yang mengubah respon kebiasaan dan
melakukan penentuan pilihan- pilihan tepat. 59
Pemerintah Bulukumba sudah melakukan mediasi kembali
mempertemukan kedua bela pihak yang berkonflik. Sekitar 3.500 orang massa
dari desa dan kecamatan berkumpul di depan Gedung DPR dan Kantor Bupati
Bulukumba, dari hasil demonstrasi tersebut masing-masing dari perwakilan
Lonsum dan Masyarakat yang tanahnya di rampas di pertemukan. Masyarakat
luar dari desa yang tanahnya tidak di rampas membantu dan mengatas namakan
mereka sebagai forum rakyat.
Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu pemuda Desa
Tamatto yang ikut serta membantu masyarakat dalam demonstrasi tersebut
menyatakan bahwa:
59Hugh Miall Oliver Rambothan Tom Woodhouse, Resolusi Damai
Konflik “Menyelesaikan, Mencegah, Mengelolah dan Mengubah Konflik Bersumber
Pada Politik, Sosial, agama dan ras “, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2000),  h. 7-8.
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“Ada dua tempat berkumpulnya para warga di Desa Tamatto Kecamatan
Ujung Loe dan di Desa Balombassi Kecamatan Bulukumpa, kemudian
sekitar pukul 08.15 kami berangkat dan menduduki Kantor Bupati
Bulukumba meminta meninjau ulang dan mencabut Hak Guna Usaha
Lonsum yang sudah jelas melanggar hak rakyat dan mengembalikan tanah
masyarakat yang di rebut paksa”.60
Hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpukan bahwa betapa besar
perjuangan dari masyarakat dalam memperjuangkan haknya di empat  kecamatan
tersebut yaitu Kecamatan Kajang, Ujung Loe, Herlang dan Bulukumpa. Sudah
banyak korban yang meninggal dan luka-luka dalam memperjuangkan haknya.
Di Desa Tamatto sendiri ada beberapa dusun yang masih berjuang  terkait
dengan tanah mereka yaitu Dusun Allu dan Dusun Tamappalo ada beberapa
kelompok yang masih berperang berjuang terkait dengan tanah mereka yang di
kuasai oleh perushaan Lonsum.
F. Penyebab Terjadinya Konflik Antara Masyarakat Dengan PT. PP Lonsum
di Bulukumba
1. Penyerbotan lahan warga oleh PT. Lonsum
Penyerobotan lahan warga yang dilakukan oleh PT. Lonsum dengan
melakukan tindak kekerasan, penggusuran dan pembakaran rumah warga yang di
bantu oleh aparat kepolisian dan TNI. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh PT.
Lonsum sampai menelan korban jiwa, dimana sekelompok masyarakat yang
melawan akan di pukul dan dipenjarakan oleh aparat kepolisian.
60 Wawancara Dengan Iccong (Pemuda di Desa Tamatto) Tanggal 12 Oktober 2017,
Pukul 13. 43 Wita
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Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering
bersifat kreatif. Konflik dapat terjadi ketika tujuan masyarakat tidak lagisejalan.
Berbagai perbedaan pendapat dan konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan, dan
sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak
yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang
merupakan bagian dari keberadaan kita. Konflik dapat timbul karena
ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu contohnya, kesenjangan status
sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap
sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan
masalah- masalah seperti deskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan,
dan kejahatan.61
Penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dengan PT. Lonsum
berawal dari pemerintah memberikan HGU (Hak Guna Usaha) kepada PT.
Lonsum seluas 350 hektar dengan kontrak per-25 tahun, ketika kontrak ini sudah
berakhir maka pihak Lonsum bermusyawarah kembali dengan Pemerintah Pusat
apakah kontraknya akan diperpanjang, sebelum diperpanjang Hak Guna
Usahanya tentu ada hal yang harus disepakati oleh pihak Lonsum terkait dengan
Peraturan Pemerintah Kehutanan ada beberapa syarat yang harus di penuhi atau di
lakukan salah satunya adalah bahwa dari keseluruhan Hak Guna Usaha itu
dikeluarkan 20% untuk masyarakat yang ada di sekitar PT. Lonsum.
61Simon Fisher dkk, Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak,
(Jakarta: The British Council, 2000). h. 3.
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2. Tuntutan warga untuk mengembalikan lahanya
Masyarakat yang lahannya direbut paksa oleh PT. Lonsum sampai
sekarang masih berjuang, melakukan demonstrasi menuntut pemerintah
Bulukumba mencabut hak guna usaha (HGU) Lonsum, dimana perkebunan karet
ini dari tahun ketahun semakin meluas di Desa Tamatto dimana letak kantor dan
pabrik pengelolaan karet tersebut beroperasi. Ada dua lokasi tempat pengerutan
karet yaitu Pallangisang Estate dan Balombassi Estate, tapi lokasi pabrik
pengelolaan karet ini di Pallangisang Estate. Sekarang luas perkebunan karet ini
5,784,46 hektar, dimana masyarakat mengakui bahwa sebahagian tanah tersebut
adalah milik mereka. Berikut ini adalah daftar Desa dimana PT PP Lonsum tidak
memiliki HGU-nya tapi di kuasai wilayahnya:
1. Desa Bonto Biraeng Kec. Kajang (karet sudah ditebang)
2. Desa Bonto Mangiring kec.Bulukumpa (470 Ha)
3. Desa Balong Kec. Ujung Loe (262 Ha)
4. Desa Jo'jolo (kampung Bontoa) Kec. Bulukumpa (300 Ha)
5. Desa Tugondeng Kec. Herlang (30 Ha)
6. Desa Tammatto Kec. Ujung Loe (840 Ha)
Sementara desa/daerah di mana PT PP Lonsum memiliki HGU-nya,
adalah desa Swatani, desa Tambangan, Desa Tanete, Bonto Minasa, dan desa
Balleanging. HGU tersebut dikeluarkan melalui Kabag Kesbang Bulukumba,
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yang belakangan diketahui setelah petani melakukan pendudukan selama 10 hari
di DPRD Bulukumba yang berakhir pada tanggal 28 Juni 2003.62
Konflik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan
manusia. Sebagai mahluk sosial, seseorang tidak bisa hidup tanpa manusia lain di
sekitarnya sehingga dalam interaksinya seringkali menimbulkan persinggungan
atau pergesekan. Pemeuhan kebutuhan dasar mamnusia seringpula menimbulkan
konflik karena setiap orang pasti mengingingkan hajat hidupnya terpenuhi yang
bisa saja menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga konflik sulit di
hindarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik merupakan bagian dari
kehidupan manusia mulai sejak dilahirkan sampai meninggal dunia.63
Konflik dapat terjadi karena banyak sebab, seperti perbedaan nilai-nilai,
kepentingan dan tujuan, serta persaingan untuk memenangkan sesuatu. Konflik
dapat berupa segala bentuk interaksi yang bersifat bertentangan atau bersebrangan
yang disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam diri. Bentuk konflik dapat
terjadi dari yang lunak hingga yang keras dan terbuka, yang sumbernya beragam
dan pada umumnya merujuk pada dua dimensi yang meliputi dimensi
fundamental (biasanya diengaruhi aspek budaya dan ideologi, berhubungan
dengan masalah identitas), dan dimensi intrumental (biasanya dipengaruhi aspek
politik dan ekonomi, berhubungan dengan masalah instrumental dan materil).64
62 Tim Investigasi Kontras Bulukumba
63 Nur Aliyah, Manajemen konflik, (Makassar: Alauddin Univerity Press, 2015), h.7.
64Mahi M. Hikmat, Komunikasi Politik Teori dan Praktik (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2011), h. 94.
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Menurut Paul Watzalawick, setiap sikap dan tindakan manusia merupakan
penyampaian pesan dalam sebuah proses komunikasi, konflik akan senantiasa
melemah atau bertambah kuat, dan hanya dapat diatasi dengan komunikasi itu
sendiri. Dalam komunikasi kita dapat membedakan menjadi dua tingkatan, yaitu
isi dan hubungan. Keduanya memberikan informasi yang dapat diinterpretasikan.
Untuk dapat menilai komunikasi dan situasi konflik, dibutuhkan sebuah analisa
(analisa transaksi dan analisa perasaan harga diri).65
Perusahaan karet ini mulai  beroperasi di Sulawesi Selatan sejak tahun
1919 di wilayah Kabupaten Bulukumba. Areal perkebunan dan pabrik karet yang
berada di Palangisang Kecamatan Ujung Loe adalah seluas 3.436,61 ha dengan
luas areal tanam + 2.790,85 Ha, dan lokasi Balombissie seluas 2.347,85 ha
dengan luas areal tanam + 2.154,57 Ha. Sedangkan Luas Areal Pabrik
Pengolahan Karet + 0,97 Ha. Adapun nama dari perusahaan produksi karet
remah dan lembaran yang ada di bulukumba ini adalah Palangisang Crum
Rubber Factory yang biasa dikenal dengan PCRF. Produk utama adalah Karet
Lembar (RSS;Ribbed Smoke Sheet).66
Selama ini, PT Lonsum mengelolah kebun karet di Bulukumba dan
tersebar di 12 Desa dan 4 kecamatan. Yakni Bulukmpa, Kajang, Herlang, Ujung
65Peter Schroder, Strategi Politik, (Jakarta : Friedrich Naumann Stiftung, 2004).h. 362.
66 Tim Investigasi Kontras Bulukumba
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Loe dengan luas tanah 5.784 hektar, dan mempekerjakan karyawan kurang lebih
2.000 orang yang di dominasi warga Bulukumba.67
Konflik masyarakat dengan PT Lonsum menjadi pusat perhatian di
kabupaten Bulukumba, keluhan masyarakat yang tanahnya di rampas dan 120
orang pekerja lonsum yang di PHK secara sepihak masih di proses sampai
sekarang.
“Unjuk rasa petani Bulukumba yang semula berjalan damai harus disikapi
dengan tindak kekerasan polisi. Sekali lagi, hanya untuk membela PT
Lonsum, aparat Polres Bulukumba nyatanya tak segan-segan melepas
peluru tajam. Akibatnya dua orang meninggal dan beberapa petani
mengalami luka-luka. Seorang petani langsung meninggal di tempat
karena kepalanya tertembus peluru. Sedang satu lainnya meninggal empat
hari kemudian akibat luka di betis kanannya membusuk. Kematian dua
petani tersebut merupakan sebuah pukulan bagi masyarakat setempat, juga
masyarakat lain yang peduli atas nasib dan masa depan petani.”.68
Hasil wawancara dengan informan diatas penulis dapat menyimpulkan
bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian  searusnya
diproses karena ini menyanngkut tentang Hak Asasi Manusi (HAM), apalagi
sampai  menelan korban jiwa. Masyarakat hanya mempertahankan apa yang
menjadi hak milik mereka, sebagai pengayom masyarakat seharusnya aparat
kepolisian melindungi atau menjadi penengah antara kedua bela pihak, bukan
membela salah satu dari mereka.
67 Tim Investigasi Kontras Bulukumba
68 Wawancara Dengan Muh. Arsul Sani (Kepala Desa), Di Desa Tamatto, Tanggal 06
Oktober 2017 Pukul 14.25 Wita
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G. Peran Pemerintah Dalam Menangani Konflik Antara Masyarakat Dengan
PT. PP Lonsum Di Bulukumba
1. Mediasi
Peran pemerintah sudah berjalan sebagaiamana mestiya sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai orang pertama dalam
mengambil kebijakan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran fasiliator telah
berhasil menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PT Lonsum sedikit demi
sedikit dengan memverifikasi dan mengembalikan lahan masyarakat. Meskipun
penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam
hal  ini pemerintah sudah bersikap netral, tanpa membeda-bedakan satu sama
lainnya. Melakukan mediasi, memfasilitasi dan mempertemukan dua bela pihak
yang berkonflik.
Pemerintah sebagai penengah dari konflik masyarakat dan lonsum
seharusnya melakukan pendekatan baik kepada masyarakat maupun perusahaan.
Peran pemrintah sangat penting dalam mencegah atau mengatasi konflik yang
sudah membesar dan sudah banyak menelan korban jiwa serta luka-luka.
Sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan bahwa:
“Sampai sekarang konflik lahan ini tentunya masih di proses, bukan hanya
itu pesangon pekerja yang di PHK secara sepihak juga kami masih proses
sampai sekarang. Kami selalu melakukan mediasi mempertemukan kedua
pihak yang berkonflik dan akan melalukan verivikasi lahan kembali.
Mantan Bupati Zainuddin sudah mengembalikan lahan masyarakat kalau
tidak salah seluas 3.000 hektar, akan tetapi pembagian tersebut tidak adil
dan tidak merata menurut masyarakat. Tentunya pemerintah sekarang
akan kembali melakukan verivikasi lahan, kami akan membantu
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masyarakat dan berjanji akan mengembalikan lahan mereka secara adil
dan merata. Kami akan menurunkan tim dan melakukan evaluasi lahan.69
Kunci utama dalam penyelesaian konflik adalah komunikasi, dengan
melakukan komunikasi yang tepat di harapkan juga  mendapat solusi dan jalan
terbaik. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penengah anatara perusahaan
dengan masyarakat, pemerintah harus adil dan tidak boleh memihak kesalah satu
kelompok, yang menjadi penyelesaian dari konflik tersebut adalah pemerintah
yang benar-benra harus mengambil sikap tegas antarakedua belah pihak.
Sebagaimamna yang dikatakan oleh kepala desa tamatto bahwa:
“Sampai hari ini yang saya tahu masih tetap di jembatani masih tetap
setiap ada gerakan pemerintah daerah dalam hal ini pak Bupati dan Wakil
Bupati menerima aksi itu dengan jalan yang saya pahami dia fasillitasi
mungkin internal ya mungkin menyampaikan secara internal secara lisan
bahwa ada seperti ini”.70
Peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi konflik, sebagaimana
peran pemerintah melindugi rakyatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku serta bersikap adil dan melakukan pemecahan masalah terhadap sumber
konflik yang terjadi.
Perusahaan karet milik PT Lonsum yang berada di Bulukumba bakal di
evaluasi kinerjannya oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Evaluasi itu
dilakukan, terkait bonus tahunan karyawan yang belum juga di bayarkan. Wakil
Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengaku kecewa dengan manajemen
69 Wawancara Dengan Ahmad Sultan, S.H (Anggota DPRD Bulukumba), Tanggal 21
Januari 2018
70 Wawancara Dengan Muh. Arsul Sani (Kepala Desa), Desa Tamatto, Tanggal  09
Oktober 2017
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PT Lonsum, lantaran janjinya untuk memberikan tunjungan kepada 120 karyawan
belum terlaksana.71 Tomy geram saat menemui demonstran di Halaman Kantor
Bupati Bulukumba dan mengatakan bahwa.
“Saya kecewa dengan PT Lonsum Pusat yang tidak mebayarkan bonus
pekerja dan kita akan evaluasi izin pengelolaan karet milik manajemen PT
Lonsum”.
Kekecawaan Tomy muncul, ketika ratusan warga yang pernah menjadi
pekerja di PT Lonsum Balambessi Estate dan Pallangisang Estate melakukan
orasi  dan menyampaikan keluhanya ke Wakil Bupati. Mereka meminta Pemkab
Bulukumba memperjuangkan nasib warganya yang berhak mendapatkan bonus
sebesar Rp 6,8 juta perorang.mereka juga mengakui ada tindakan semena-mena
dari manajemen Lonsum yang lakukan PHK terhadap para karyawan.72
Basri Lampe sebagai koordinator aksi konflik antara masyarakat dengan
PT. Lonsum menyampaikan aspirasi membela masyarakat dan menuntut
pemerintah Bulukumba mengatasi konflik dan memverifikasi kembali HGU PT.
Lonsum yang melanggar aturan. Sebagaimana yang di katakan Basri Lampe
sebagai koordinator aksi.
“Kami juga ingin melaporkan jika PT Lonsum telah melanggar aturan.
Mereka menanam pohon karet tepat di sepanjang sungai di Balambessi
dan Pallangisang”73.
Selama ini, PT Lonsum mengelolah kebun karet di Bulukumba dan
tersebar di 12 Desa dan 4 kecamatan. Yakni Bulukmpa, Kajang, Herlang, Ujung
71 Rahmatullah. News. Rakyatku. Com/read/62046/21/08/2017 16:55
72 Rahmatullah. News. Rakyatku. Com/read/62046/21/08/2017 16:55
73 Wawancara Dengan  Basri Lampe (KoordinAtor Aksi) di Desa Tamatto
70
Loe dengan luas tanah 5.784 hektar, dan mempekerjakan karyawan kurang lebih
2.000 orang yang di dominasi warga Bulukumba.
Konflik masyarakat dengan PT Lonsum menjadi pusat perhatian di
kabupaten Bulukumba, keluhan masyarakat yang tanahnya di rampas dan 120
orang pekerja lonsum yang di PHK secara sepihak masih di proses sampai
sekarang, pemerintah kabupaten Bulukumba sudah puluhan kali melakukan
mediasi mempertemukan kedua bela pihak yang berkonflik.
Konflik dapat terjadi  ketika tujuan  masyarakat tidak lagi sejalan. Berbagai
perbedaan pendapat dan konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering
menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang
terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan
bagian dari keberadaan kita. Konflik dapat timbul karena ketidakseimbangan
antara hubungan- hubungan itu contohnya, kesenjangan status sosial, kurang
meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya,
serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-
masalah seperti deskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan,
kejahatan.74
2. Verivikasi Lahan
Pemerintah daerah yang lalu pernah memverifikasi lahan yang diklaim oleh
masyarakat dan turun langsung ke lapangan membawa tim melihat tanda-tanda
74Simon Fisher dkk,“Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi untuk Bertindak”
(Jakarta: The British Council, 2000), h. 3.
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alam bahwa tanah tersebut adalah milik mereka pada saat Bupati Zainuddin
menjabat. Sebagaimana penjelasan informan mengatakan bahwa:
“Solusi pemerintah pada saat itu tetap membantu masyarakat terkait
dengan konflik yang sudah lama terjadi karena pemerintah adalah
jembatan penghubug antara keduanya tetap meberikan solusi dan ini akan
panjang karena perusahaan Lonsum tetap bertahan dan pemerintah
kabupaten Bulukumba tetap melakukan mediasi, kalau tidak salah pada
tahun 2013 Pemkab Bulukmba mengembalikan sebahagian lahan
masyarakat sebanyak 2.500 hektar tetapi menurut masyarakat pembagian
tanah tersebut tidak adil dan tidak merata”.75
Hasil wawancara saya dengan informan diatas yang menerangkan bahwa
pemerintah kabupaten Bulukumba tetap memberikan solusi dan jalan keluar
dengan melakukan mediasi. Apa yang dilakukan oleh Pemkab Bulukumba sudah
tepat walaupun sebelumnya puluhan kali Pemkab Bulukumba melakukan mediasi
tapi tetap saja gagal menurut masyarakat, karena tanah mereka belum di
kembalikan, dan pada tahun 2013 sebanyak 2.500 hektar tanah masyarakat di
kembalikan akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mendapatkan haknya
karena dari  5.784 hektar yang di kelolah oleh perkebunan karet Lonsum hanya
seluas 350 hektar Hak Guna Usaha (HGU) yang seharusnya di kelola oleh PT
Lonsum.
Sebagaimana yang di katakan oleh Irwan Imran yang sudah bekerja selama
28 Tahun di perkebunan karet PT Lonsum bahwa:
“Menurut perusahaan bahwa saya hanya menyewa dari pemrintah dan
semua yang sudah terjadi itu tanya sama pemerintahnya, kan kami hanya
75Wawancara Dengan Muh. Arsul Sani (Kepala Desa Tamatto), Di Desa Tamatto,
Tanggal  09 Oktober 2017, Pukul 10.18 Wita
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menyewa jadi semua keputusan itu ada pada pemerintah Bulukumba,
seharusnya masyarakat jangan mengeluh sama kami sampai menebang
pohon karet dan membakar tangki, kan kami rugi kalau seperti ini, tanya
dong sama pemerintah Bulukumba”.76
Hasil wawancara diatas dengan informan mejelaskan bahwa pihak Lonsum
juga tidak tau apa-apa karna mereka hanya menyewa dan semua keputusan
tersebut dari pemerintah kabupaten Bulukumba. Seharusnya Pemkab Bulukumba
kembali mengaktifkan tim verifikasi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi
antara masyarakat dengan PT Lonsum, menuntut PT lonsum mengembalikan
Lahan masyarakat yang tersisa berdsarkan temuan dari tim verifikasi dan rakyat
meminta Pemkab Bulukumba untuk tidak memperpanjang  Hak Guna Usaha
(HGU) PT Lonsum.
Konflik dapat terjadi  ketika tujuan masyarakat tidak lagi sejalan, ada dua
macam konflik yaitu konflik individu dan konflik kelompok. Konflik individu
dapat berubah menjadi konflik kelompok karena adanya  kecendrungan individu
untuk  melibatkan setiap anggota kelompok. Solidaritas kelompok sering menjadi
penyebab bagi kelompok untuk membela anggotanya meskipun tidak mengetahui
penyebab timbulnya konflik. Konflik merupakan bagian dari demokrasi, karena
ciri tatanan demokrasi adalah adanya peluang bagi kemerdekaan pemikiran
consensus, dan perbedaan pendapat, serta partisipasi politik, manajemen konflik
76 Wawancara Dengan  Irwan Imsran (Pegawai Lonsum Selama 28 Tahun) Tanggal 13
Oktober 2017 Pukul 14.26 Wita.
73
secara damai , dan pembatasan kekerasan; serta luasnya kepercayaan dan loyalitas
terhadap pemerintah yang konstitusional dan demokrasi.77
77 Ronald H. Chilcote, Teori perbandigan Politik: Penulusuran Paradigma,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 475-479
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada Bab ini memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan
pada Bab sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai permasalahan yang
diteliti yaitu tentang Penyebab terjadinya Konflik antara Masyarakat dengan PT
PP Lonsum di Bulukumba dan Peran Pemerintah dalam menangani Koflik antara
Masyarakat dengan PT PP Lonsum. Dengan adanya penjelasan tersebut maka
peneliti mengambil kesimpulan bahwa:
1. Penyebab Terjadinya Konflik Antara Masyarakat Dengan PT. PP
Lonsum Di Bulukumba
Berdasarkan laporan penelitian diperoleh fakta bahwa Penyebab terjadinya
konflik dapat dipetakan dalam dua hal: 1). Penyerobotan lahan yang dilakukan
oleh PT. Lonsum, dimana penyerobotan lahan tersebut dengan menggunakan
tindak kekerasan, penggusuran dan pembakaran rumah warga. Luas HGU (Hak
Guna Usaha) PT. Lonsum sekitar 350 hektar sekarang luas perkebunan karet
milik PT. Lonsum sekitar 5.784,46 hektarr dengan kontrak per-25 tahun, ketika
kontrak ini sudah berakhir maka pihak Lonsum bermusyawarah kembali dengan
Pemerintah Pusat apakah kontraknya akan diperpanjang, sebelum diperpanjang
Hak Guna Usahanya tentu ada hal yang harus disepakati oleh pihak Lonsum
terkait dengan Peraturan Pemerintah Kehutanan ada beberapa syarat yang harus di
penuhi atau di lakukan salah satunya adalah bahwa dari keseluruhan Hak Guna
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Usaha itu dikeluarkan 20% untuk masyarakat yang ada di sekitar PT. Lonsum. 2).
Tuntutan masyarakat untuk mengembalikan lahannya, masyarakat yang lahannya
direbut paksa oleh PT. Lonsum sampai sekarang masih berjuang, melakukan
demonstrasi menuntut pemerintah Bulukumba mencabut hak guna usaha (HGU)
Lonsum, dimana perkebunan karet ini dari tahun ketahun semakin meluas di Desa
Tamatto dimana letak kantor dan pabrik pengelolaan karet tersebut beroperasi.
Ada dua lokasi tempat pengerutan karet yaitu Pallangisang Estate dan
Balombassi Estate, tapi lokasi pabrik pengelolaan karet ini di Pallangisang
Estate. Sekarang luas perkebunan karet ini 5,784,46 hektar, dimana masyarakat
mengakui bahwa sebahagian tanah tersebut adalah milik mereka.
Konflik antara masyarakat dengan PT Lonsum yang sudah lama terjadi
sejak tahun 1986, akan tetapi konflik yang besar terjadi sampai menelan korban
jiwa dan luka-luka yaitu tahun 2003, 2007 dan terakhir 2013. Salah satu penyebab
konflik yang terjadi yaitu pengambilan lahan yang dilakukan oleh PT Lonsum di
Kabupaten Bulukumba  dimana ada empat kecamatan yang di kuasai yakni
Kecamatan Ujung Loe, Herlang, Kajang dan Bulukumpa.
2. Peran Pemerintah Dalam Menangani Konflik Antara Masyarakat
Dengan PT. PP Lonsum Di Bulukumba
Hasil akhir penulis dapat menyimpulkan bahwa Berdasarkan laporan
penelitian diperoleh fakta bahwa peran pemerintah dalam menangani konflik
dapat di petakan dalam dua hal : 1). Mediasi. Dalam hal ini, pemerintah
kabupaten Bulukumba melakukan mediasi, memfasilitasi dan mempertemukan
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dua bela pihak yang berkonflik sudah berjalan sebagaiamana mestiya sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai orang pertama dalam
mengambil kebijakan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran fasiliator telah
berhasil menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PT Lonsum sedikit
demi sedikit. Pemerintah kabupaten Bulukumba tetap memberikan solusi dan
jalan keluar dengan melakukan mediasi. 2). Verivikasi Lahan, dalam hal ini.
Pemerintah Bulukumba sudah melakukan verivikasi dan mengembalikan lahan
masyarakat, akan pengembalian lahan yang dilakukan pemerintah tidak adil dan
tidak merata. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong
lemah, akan tetapi dalam  hal  ini pemerintah sudah bersikap netral, tanpa
membeda-bedakan satu sama lainnya. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi
setiap permasahalan yang terjadi sudah tepat mempertemukan kedua belah pihak
yakni Masyarakat dengan PT Lonsum dan juga Pemerintah Bulukumba
melakukan verifikasi lahan tersebut harus hati-hati karena potensi konflik besar
kemungkinan akan terjadi karena warga mengklaim tanah yang selama ini
dikuasai oleh Lonsum hanya mengandalakan bukti alam saja tidak secara
adminitrasi atau tidak  mempunyai sertifikat tanah.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan yang penulis jelaskan diatas maka adapun
implikasi penelitian yang direkomendasikan yaitu sebagai berikut:
Pemerintah diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap
konflik masyarakat dengan PT Lonsum karena peran pemerintah dalam
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konflik tersebut sangat berperan penting dalam menyelesaikan konflik lahan
dan pemerintah Bulukumba adalah jembatan penghubung antara keduanya.
Dalam melakukan verifikasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan
Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus lebih hati-hati dalam pengukuran.
Mereka tidak bisa bepihak kepada siapa-siapa karena pasti konflik masyarakat
dengan Lonsum kembali memanas.
Kunci utama dalam penyelesaian konflik adalah komunikasi, dengan
melakukan komunikasi yang tepat di harapkan juga  mendapat solusi dan
jalan terbaik. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penengah anatara
perusahaan dengan masyarakat, pemerintah harus adil dan tidak boleh
memihak kesalah satu kelompok, yang menjadi penyelesaian dari konflik
tersebut adalah pemerintah yang benar-benar harus mengambil sikap tegas
antara kedua belah pihak.
Keterangan: pegawai lonsum sebelah kiri Sukman (sudah bekerja selama 15 tahun di PT
Lonsum), A. Hamsari (bekerja di PT Lonsum selama 20 Tahun), Muin (sudah bekerja selama
17 tahun), dan Irwan Imran (sudah bekerja selama 28 tahun).
Keteranga: Foto bersama Kepala Desa Tamatto M. Arsul Sani (kepala Desa selama 7 tahun 8
bulan)
Keterangan: proses wawancara dengan Sappe boja (Tokoh Mayarakat di Desa Tamatto)

Keterangan: Pusat dan kantor PT. PP Lonsum di Desa Tamatto
Keterangan: kondisi tempat tinggal pekerja Lonsum
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